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ABSTRAK 
 
YEPI SUSANTI 
F.1303124 
 
ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT 
(Studi Kasus Pada PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar) 
 
 Masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah 
bagaimana SIA Pemberian Kredit Pada PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar. Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis SIA Pemberian 
Kredit Pada PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Metode 
pengumpulan data yang dipakai penulis adalah wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu dengan langkah-langkah, 
Mengevaluasi struktur organisasi, mengidentifikasi SIA Pemberian Kredit 
Perusahaan, mengidentifikasi kelemahan SIA Pemberian Kredit dan memberikan 
rekomendasi perbaikannya. 
 Hasil dari analisis menunjukkan bahwa gambar struktur organisasi salah 
sehingga dapat menyebabkan salah dalam penafsirannya. Bagian kredit 
mempunyai tugas dan fungsi ganda yang dapat mengakibatkan terjadinya 
manipulasi data antara penyaluran kredit dengan penarikannya dan kolusi antara 
bagian kredit dengan nasabah. Dokumen yang digunakan dalam SIA Pemberian 
Kredit Pada PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar sebagian besar 
sudah bernomor urut tercetak. PJK belum ada ketentuan mengenai asuransi untuk 
barang jaminan yang bisa menjamin keselamatan barang jaminan yang diserahkan 
nasabah dan belum adanya ketentuan apakah harus ditandatangani diatas materai 
atau tidak. Rekapitulasi kas digunakan untuk merekap pemasukan dan 
pengeluaran kas dan belum berbentuk kolom sehingga belum ada pemisahan 
fungsi dalam pencatatannya serta tidak praktis dalam penyajiannya. Jurnal 
digunakan untuk mencatat transaksi antara  penerimaan kas dengan pengeluaran 
kas  belum ada pemisahan. DTK hanya ditandatangani oleh bagian kredit. Dalam 
hal kekayaan perusahaan belum tersimpan dengan baik dan belum diasuransikan. 
Sistem pencatatannya masih menggunakan cash basis. 
 Dari hasil analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bagian kredit 
masih mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penyaluran dana berbentuk 
kredit kepada nasabah dan melaksanakan usaha penarikan kembali beserta bunga 
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dan lainnya sesuai ketentuan. Rekapitulasi kas yang digunakan oleh bagian 
pembukuan untuk merekap pemasukan dan pengeluaran. Jurnal untuk mencatat 
transaksi antara penerimaan dan pengeluaran belum ada pemisahan. DTK belum 
ada tandatangan bendahara instansi terkait, kasir dan pimpinan. Dokumen yang 
digunakan sebagian besar sudah bernomor urut tercetak. Pada prosedur angsuran 
pinjaman Bagian Kredit mempunyai tugas membuat DTK juga menerima uang 
angsuran dari nasabah. Sistem pencatatannya masih menggunakan cash basis. 
 Berdasarkan penemuan-penemuan diatas maka diajukan saran-saran yaitu 
Penambahan Bagian Penagihan yang bertugas untuk melaksanakan usaha 
penarikan kembali atas kredit yang diberikan nasabah beserta bunganya. Pada 
prosedur angsuran pinjaman bagian kredit hanya bertugas untuk membuat 
dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam SIA Pemberian Kredit Perusahaan. 
Dokumen-dokumen yang digunakan Seharusnya bernomor urut tercetak. Jurnal 
yang digunakan harus dipisahkan antara JPnK dengan JPgK sehingga dapat 
memudahkan dalam pengecekan uang yang masuk maupun yang keluar. 
Rekapitulasi kas harus dipisah antara RKM dan RKK. DTK ada tandatangan 
Bendahara instansi terkait, Kasir dan Pimpinan. Kekayaan BKK harus 
diasuransikan. PJK sebaiknya dibahas mengenai asuransi barang jaminan untuk 
menjamin barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah  dan materai untuk 
menjamin kekuatan hukum. Sistem pencatatan sebaiknya menggunakan akrual 
basis agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih 
akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan. 
 
 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A Latar Belakang Masalah 
Setiap organisasi usaha pada hakekatnya mempunyai dan menetapkan 
tujuan. Tujuan tersebut meliputi tujuan jangka pendek, jangka menengah dan 
jangka panjang. Tujuan tersebut bagi perusahaan merupakan tujuan yang akan 
diwujudkan pada masa yang akan datang. Dalam organisasi bank, khususnya 
untuk BPR dapat dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah 
tangga yang kemudian dijabarkan lagi dalam rencana kerja tahunan, rencana 
kerja 5 tahun. Seperti telah diketahui, bahwa berdasarkan UU No. 10 tahun 
1998 tentang perbankan, bahwa bank Indonesia menjabarkan bank menjadi 
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Bank umum dan BPR dalam hal ini BKK merupakan bagian dari PD BPR 
(Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat). 
BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 10 tahun 1998 
tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan) dalam Kasmir 
(2002:396). 
Tujuan BPR antara lain menunjang pelaksanaan pembangunan 
nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan 
stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan 
demikian BPR mempunyai peran yang strategis terutama disebabkan oleh 
fungsinya sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan 
menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkannya 
serta melaksanakan kegiatan lainnya di bidang perbankan. 
Oleh karena itu agar tujuan BPR terwujud khususnya dalam 
penyaluran kredit, dimana manajemen BPR sering dihadapkan kepada 
masalah pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan 
kredit yang diajukan oleh calon debitur. Agar manajemen bank dapat 
mengambil suatu keputusan pemberian kredit, manajemen harus mempunyai 
informasi akuntansi yang baik. 
Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh manajemen tersebut adalah 
informasi-informasi yang menyangkut informasi akuntansi, walau suatu bank 
telah memiliki informasi yang lengkap tetapi kalau tidak dikelola dan 
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dimanfaatkan dengan benar, jelas informasi yang ada tersebut tidak akan 
banyak manfaatnya bagi manajemen bank di dalam melaksanakan fungsi-
fungsinya. Suatu alat yang dipakai untuk mengelola informasi-informasi 
keuangan yang kita sebut sebagai akuntansi. 
Menurut Arens and Loebbecke (2003:12) “accounting is the recording, 
classifying, and summarizing of economic events in a logical manner for 
decision making”. Fungsi akuntansi bagi badan usaha dan masyarakat adalah 
menyajikan informasi kuantitatif tertentu yang dapat digunakan oleh 
pimpinan entitas ekonomi maupun pihak lainnya untuk mengambil keputusan. 
Berdasarkan definisi di atas sistem informasi dalam suatu bank 
merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan bank itu sendiri. Oleh 
karena itu sistem informasi yang dibuat oleh analis suatu bank haruslah 
informatif agar berguna untuk semua pihak yang berkepentingan, sistem 
informasi tersebut adalah sistem informasi akuntansi (SIA). 
Menurut Mulyadi (2001:19-20) penyusunan SIA dimaksudkan untuk 
memenuhi empat tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah 
ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur 
informasinya. 
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, 
yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi 
akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai 
pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. 
4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 
akuntansi. 
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Menurut Krismiaji (2002:13-14) pada dasarnya, sebuah sistem 
informasi akuntansi dapat menambah nilai bagi bisnis dengan cara sebagai 
berikut: 
1. Dapat memperbaiki produk dan jasa dengan meningkatkan kualitas, 
mengurangi biaya, atau menambah atribut yang diinginkan konsumen. 
2. Dapat meningkatkan efisiensi. 
3. Dapat memberikan informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya 
untuk memperbaiki pembuatan keputusan. 
4. Dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. 
5. Dapat memperbaiki komunikasi. 
6. Dapat memperbaiki penggunaan pengetahuan. 
 
Dengan demikian BPR sangat membutuhkan suatu SIA yang baik agar 
produk-produk yang ada dapat dinikmati oleh lapisan masyarakat.   
Keberadaan lembaga BPR sebagai bank untuk daerah-daerah pedesaan 
atau pengusaha kecil yang sifat usahanya melayani faktor informasi di 
pelosok kota sesuai dengan kemampuan pemodal yang lemah dari masyarakat 
umumnya, bentuk BPR merupakan bentuk yang tepat untuk didirikan di 
Indonesia. Sekaligus sebagai lembaga keuangan untuk pemerataan 
kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah. Sedangkan yang menjadi 
sasaran BPR adalah melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, 
pengusaha kecil dan pensiunan, karena sasaran ini belum dapat dijangkau oleh 
bank umum dan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan berusaha, 
pemerataan pendapatan dan agar mereka tidak jatuh ketangan para pelepas 
uang (rentenir atau pengijon). 
Dengan demikian BPR sangat membutuhkan suatu SIA yang baik agar 
produk-produk yang ada dapat dinikmati oleh lapisan masyarakat. Kelemahan 
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SIA pada PD BPR BKK Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar adalah sebagai berikut: 
1. Pada prosedur angsuran pinjaman, bagian angsuran mempunyai tugas 
membuat daftar tagihan karyawan (DTK) dan juga menerima uang 
angsuran dari nasabah. Sehingga bisa terjadi kecurangan dengan 
mengubah jumlah uang angsuran dari nasabah. 
2. Rekapitulasi kas yang digunakan oleh bagian pembukuan, untuk merekap 
pemasukan dan pengeluaran kas. Sehingga belum ada pemisahan fungsi 
dalam pencatatannya.   
3. Jurnal untuk mencatat transaksi antara penerimaan kas dan pengeluaran 
kas belum ada pemisahan. 
4. Kartu Pinjaman (KPJ) dan KPN Belum bernomor urut tercetak. 
5. Dalam hal kekayaan perusahaan belum tersimpan dengan baik dan belum 
diasuransikan, di BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar yang 
diasuransikan hanya sebatas kredit dan seluruh karyawan berupa Asuransi 
hari tua, sehingga tidak menjamin keamanan kekayaan perusahaan. 
6. Daftar tagihan karyawan (DTK) hanya ditandatangani oleh bagian kredit. 
7. Dalam Perjanjian Kredit (PJK) belum dibahas mengenai asuransi barang 
jaminan yang bisa menjamin keselamatan barang jaminan yang 
diserahkan nasabah dan belum ada ketentuan apakah PJK ini harus 
ditandatangani di atas materai. 
8. Sistem pencatatannya masih menggunakan cash basis. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pemberian 
Kredit” (Studi Kasus Pada BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar). 
 
B Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan merumuskan masalah sebagai 
berikut : “Bagaimana SIA pemberian kredit 
pada BKK Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar?”. 
 
C Tujuan Penelitian 
Dari perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian 
ini adalah menganalisis SIA pemberian kredit 
pada BKK Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar. 
D Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi penulis sendiri 
maupun pihak-pihak lainnya. 
1. Bagi BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan bahan 
pertimbangan dalam usaha perbaikan SIA pemberian kredit yang lebih 
baik guna kebijakan-kebijakan bank selanjutnya. 
2. Bagi penulis 
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Sebagai studi pembanding tentang teori yang didapat di bangku 
kuliah dengan keadaan atau praktek sehari-hari dilapangan. 
3. Bagi kalangan akademik 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 
dan landasan bagi peneliti selanjutnya. 
 
E Metode Penelitian 
1. Ruang Lingkup Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Menurut 
Maxfield dalam Nasir (1999:66), studi kasus (case study) adalah 
penelitian tentang subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase 
spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. 
2. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah  sebagai berikut : 
a. Wawancara langsung atau interview. 
Menurut Sekaran (2000:222), interview adalah salah satu cara 
pengumpulan data yang bertujuan untuk mencari informasi pada 
suatu masalah yang sedang kita teliti. Interview dapat dibagi menjadi 
dua macam yaitu interview terstruktur dan tidak terstruktur. Penelitian 
ini menggunakan interview atau wawancara secara tidak terstruktur. 
Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan cara mengajukan 
pertanyaan secara lisan kepada pihak yang terkait dengan pokok 
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permasalahan. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data dan 
informasi yang dibutuhkan. 
b. Observasi 
Observasi menurut Sekaran (2000:251) adalah suatu metode 
selain interview dan kuesioner untuk mengumpulkan informasi tanpa 
memberikan pertanyaan kepada responden. Pada skripsi cara 
memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap 
SIA Pemberian Kredit. 
Observasi ini dilakukan dengan cara non-partisipan, dimana 
peneliti akan mengamati situasi berbagai hal dilapangan, bersamaan 
saat pengambilan data dilokasi penelitian 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yang dipakai dari BKK Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar adalah bukti-bukti dan pedoman-pedoman prosedur 
untuk mendukung keakuratan data. 
3. Sumber data 
Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. 
Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau 
saksi utama dari kejadian yang lalu (Nazir, 1999:58). 
4. Jenis data 
Jenis data yang diperlukan dan didapatkan adalah sebagai berikut: 
a. Gambaran umum perusahaan yaitu sejarah berdirinya dan 
perkembangan perusahaan, struktur organisasi perusahaan yang 
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berbentuk suatu bagan organisasi serta diskripsi jabatan, dan kegiatan 
usaha perusahaan. 
b. SIA pemberian kredit perusahaan. 
c. Dokumen yang meliputi formulir dan berbagai catatan yang 
berhubungan dengan SIA pemberian kredit perusahaan. 
4. Analisis Data. 
Analisis data yang saat ini dilaksanakan oleh penulis dengan 
menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Mengevaluasi struktur organisasi perusahaan. 
b. Mengidentifikasi SIA pemberian kredit perusahaan. 
c. Membuat rekomendasi perbaikan SIA pemberian kredit perusahaan. 
Alat bantu yang digunakan penulis dalam menganalisis SIA pemberian 
kredit perusahaan dipakai sistem bagan alir (flowchart system). Sistem 
bagan alir (flowchart system) tersebut untuk menunjukkan gambaran 
sederhana mengenai arus dokumen dan catatan di dalam suatu bank. 
F Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi ini akan dibahas dalam lima bagian yang terdiri dari 
Bab pertama pendahuluan, Bab kedua SIA pemberian kredit perusahaan, Bab 
ketiga gambaran umum perusahaan, Bab keempat analisis SIA pemberian 
kredit perusahaan, Bab kelima penutup. 
Bab pertama pendahuluan membahas mengenai latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian serta sistematika penulisan. 
 
 
26 
Bab kedua membahas tentang tinjauan teori yang berkaitan dengan 
tema penelitian. Pembahasan mengenai teori-teori berupa konsep sistem, 
konsep informasi, konsep sistem informasi, SIA, tujuan penyusunan SIA, 
definisi Struktur Pengendalian Intern (SPI), klasifikasi SPI, elemen-elemen 
SPI, hubungan SIA dengan SPI dan menyajikan SIA pemberian kredit serta 
SPI pemberian kredit. 
Bab ketiga membahas tentang gambaran umum perusahaan berisi 
sejarah berdirinya dan perkembangan perusahaan, struktur organisasi 
perusahaan, dan kegiatan usaha perusahaan. Dalam bab ini juga membahas 
tentang SIA pemberian kredit perusahaan. 
Bab keempat analisis SIA pemberian kredit perusahaan membahas 
tentang analisis terhadap struktur organisasi perusahaan, analisis terhadap 
unit-unit yang terkait dalam SIA pemberian kredit perusahaan, analisis 
terhadap dokumen-dokumen yang terkait dalam SIA pemberian kredit 
perusahaan, analisis terhadap catatan yang terkait dalam SIA pemberian kredit 
perusahaan, analisis terhadap sistem otorisasi dalam SIA pemberian kredit 
perusahaan, dan analisis terhadap prosedur SIA pemberian kredit perusahaan. 
Bab kelima penutup membahas tentang kesimpulan dari analisis 
Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit perusahaan  dan saran yang 
bermanfaat bagi perusahaan tersebut. 
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BAB II 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT 
 
Sistem Informasi Akuntansi 
Konsep Sistem 
Pengertian sistem menurut Mascove et. Al. (1999:6) menyebutkan 
“a system is an entity consisting of interacting parts or components that 
attempts to achieve one or more goals”. Menurut Bodnar and Hapwood 
 
 
28 
(2000:1) menyebutkan “ a system is a collection of resources related such 
that certain objectives can be achieved”. Dan Wilkinson et.al. (2000:6) 
adalah “a system is an unified group of interacting parts that function to 
gather to achieve its purposes”. 
Dari definisi di atas dapat dirinci lebih lanjut pengertian mengenai 
sistem yaitu sebagai berikut: 
a. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. 
b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang 
bersangkutan. 
c. Unsur-unsur tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem 
d. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. 
Karakteristik sistem menurut Jogiyanto (2001:3) 
1. Mempunyai komponen-komponen sistem (components) 
2. Mempunyai batas sistem (boundary) 
3. Mempunyai lingkungan luar sistem (environments) 
4. Adanya penghubung sistem (interface) 
5. Adanya masukan (input) sistem. 
6. Adanya keluaran (output) sistem. 
7. Pengolah (process) 
8. Sasaran (objectives) atau tujuan (goal).  
 
Konsep Informasi 
Informasi mempunyai nilai untuk perusahaan karena merupakan 
suatu hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. 
Menurut Wilkinson et. Al. (2000:5) “information is intelligence 
that is meaningful and useful to person for whom it is intended. 
Sedangkan menurut Bodnar and Hopwood (2001:1) menyebutkan 
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“information is useful data organized such that correct decisions can be 
based on it”. 
Menurut Jogiyanto (2001:8), informasi adalah data yang diolah 
menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang 
menerimanya dan menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) dan 
kesatuan nyata (fact dan entity) yang digunakan untuk pengambilan 
keputusan. 
Konsep Sistem Informasi 
Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen di 
dalam pengambilan keputusan, maka diperlukan suatu sistem informasi. 
Menurut Moscove et. Al (1999:6) menyebutkan bahwa “an 
information system is a set of  interrelated subsystem that work together 
to collect, process, story, transform and distribute information for 
planning, decision making and control”. 
Sistem informasi menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis 
dalam (Jogiyanto, 2001:11) adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi 
yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 
mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu 
organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan 
yang diperlukan. 
Menurut West Churchman dalam Krismiaji (2002:1) secara umum 
sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang 
dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan. 
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Menurut Jogiyanto (2000:25) dari beberapa definisi yang diberikan 
oleh berbagai pengarang, dapat diambil kesimpulan bahwa informasi 
adalah: 
a. Data yang diolah 
b. Berguna dan bermanfaat bagi yang menerimanya. 
c. Merupakan suatu yang nyata 
d. Digunakan dalam pengambilan keputusan. 
 
Menurut Jogiyanto (2001:10) kualitas informasi di suatu informasi 
(quality of information) tergantung tiga hal yaitu: 
a. Akurat 
Artinya informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias 
utau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas 
mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena 
informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak 
terjadi gangguan (noise) yang dapat berubah atau merusak 
informasi tersebut. 
b. Tepat waktu 
Artinya informasi yang datang pada penerima tidak boleh 
terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai 
nilai lagi, karena informasi merupakan landasan dalam 
pengambilan keputusan.  
c. Relevan  
Artinya informasi tersebut mempunyai manfaat untuk 
pemakainya. 
 
 
Konsep Akuntansi 
Setiap jenis kegiatan usaha sangat perlu suatu administrasi untuk 
mencatat dan melaporkan semua kegiatan yang ada dengan baik. Untuk 
keperluan itu melalui sejarah yang panjang telah diciptakan oleh berbagai 
ahli administrasi yang disebut akuntansi. Dan semua pengambil 
keputusan membutuhkan informasi. Makin penting keputusan yang 
dibuat, makin besar pula kebutuhan akan informasi yang relevan.  
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Menurut Keiso et.al (2001:2) “accounting may best be defined by 
describing the tree essential characteristics of accounting: (1) 
identification, measurement and communication of finansial acout (2) 
economic entities to (3) interested persons.” 
Pengertian akuntansi menurut A Statement of Basic Accounting 
Theory (ASOBAT) dalam Harahap (2004:4) adalah proses 
mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi 
sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif 
dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. 
Menurut Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4 
dalam Harahap (2004:4-5) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. 
Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam 
ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk 
digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih 
di antara beberapa alternatif. 
Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi 
merupakan serangkaian kegiatan pengidentifikasian, pengumpulan, 
pencatatan, pelaporan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam suatu organisasi 
untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam proses 
pengambilan keputusan. 
Konsep Sistem Informasi Akuntansi 
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Salah satu sistem informasi di antara berbagai sistem informasi 
yang digunakan manajemen dalam mengelola perusahaan adalah SIA 
Definisi-definisi SIA dari beberapa ahli adalah sebagai berikut: 
 Moscove et. al. (1999:7) “accounting information system is the 
information subsytem within on organization that accumulates 
information from the entity’s various subsystems and communications it 
to the organization processing subsystem”. 
Bodnar and Hopwood (2001:1) “accounting information system is 
a collection of resources, such as people and equipment, designed to 
transform financial and other data into information”. 
Menurut Wilkinson et.al (2000:7) “accounting information system 
is a unified structure within an entity, such as a business firm, that 
employs physical resources and other components to transform economic 
data into accounting information, with the purpose of satisfying the 
information needs of a variety of users. 
Menurut Krismiaji (2002:4) Pengertian SIA adalah: Suatu sistem 
yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang 
bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan 
bisnis. 
Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi 
SIA dibuat mempunyai tujuan utama yaitu menyediakan informasi 
akuntansi bagi berbagai variasi pengguna. Pengguna disini dapat dibagi 
menjadi pengguna internal dan eksternal. Manajer merupakan salah satu 
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pengguna internal SIA untuk pengambilan keputusan dalam kegiatan 
operasi perusahaan, sedangkan pelanggan merupakan pengguna eksternal. 
Beberapa tujuan penyusunan SIA menurut Wilkinson et.al. 
(2000:8-10) adalah sebagai berikut: 
a. To support the day to day operations. In order to operate from day 
to day, a firm conducts a number of business events called 
transactions. Accounting transactions include events or 
transactions that represent exchange having economic value. 
Transactions processing consists of processing accounting and 
nonaccounting transactions trought key accounting record by 
means of procedures. 
b. To support decisions making by internal makers. An equally 
important purpose is to provide information for decision making. 
Decisions must be made pertaining to planning and controlling a 
firm’s operations. 
c. To fulfill obligations relating to stewardship. Every firm must fulfill 
its legal obligations. Certain important obligations consist of 
providing mandatory information to users who are external to the 
firm. 
 
Menurut Mulyadi (2001:20) tujuan penyusunan SIA dimaksudkan 
untuk memenuhi empat tujuan sebagai berikut: 
a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha 
baru. 
b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 
sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun 
struktur informasinya. 
c. Untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi 
akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai 
pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. 
d. Untuk mengurangi dan melindungi kekayaan perusahaan. 
e. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 
akuntansi. 
 
 
Struktur Pengendalian Intern 
1. Pengertian Struktur Pengendalian Intern. 
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Suatu SIA yang baik harus mempunyai suatu pengendalian. SPI 
yang diterapkan pada SIA sangat berguna untuk tujuan mencegah atau 
menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (kesalahan-kesalahan 
atau kecurangan-kecurangan).  
Menurut Mulyadi (2001:163) “SPI meliputi struktur organisasi, 
metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan 
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 
efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”. 
Menurut Krismiaji (2002:219) SPI adalah kebijakan dan prosedur 
yang ditetapkan untuk memberikan jaminan yang layak bahwa tujuan 
khusus organisasi akan dicapai. 
Menurut Moscove et.al (1999:202) SPI adalah sebagai berikut: 
An intenal control system consists of the various methods and measures 
designed into and implemented within an organizational system to achieve 
the following four objectives: (1) safeguarding assets, (2) checking the 
accuracy and reliability of accounting data, (3) promoting operating 
efficiency, and (4) encouraging adherence to prescribed managerial 
policies. 
Dari definisi diatas dapat diartikan SPI meliputi beberapa hal 
sebagai berikut : 
a. Struktur organisasi 
b. Semua metode-metode dan cara-cara yang terkoordinir 
c. Ukuran-ukuran yang ditetapkan didalam suatu perusahaan 
Yang mempunyai tujuan sebagai berikut: 
a. Menjaga keamanan harta kekayaan milik perusahaan 
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b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 
c. Mendorong efisiensi kegiatan operasi 
d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 
2. Klasifikasi Struktur Pengendalian Intern 
Menurut tujuannya SPI dibagi menjadi dua macam yaitu 
pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) dan 
pengendalian intern administrasi (internal administrasi control). 
Menurut Mulyadi (2001:163-164), klasifikasi SPI dibedakan 
menjadi dua yaitu: 
a. Pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) yang 
meliputi tujuan untuk menjaga kekayaan organisasi dan untuk 
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 
b. Pengendalian intern administrasi (internal administrasi control) yang 
meliputi tujuan untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan 
manajemen. 
 
Menurut Krismiaji (2002:218), SPI dibedakan menjadi tiga yaitu: 
Pengendalian intern (internal control) adalah rencana organisasi dan 
metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, 
menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, 
memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan 
manajemen. 
Pengendalian manajemen, merupakan konsep yang lebih luas 
dibandingkan dengan pengendalian intern, yang memiliki 
karakteristik yaitu: (1) merupakan bagian yang integral dari tanggung 
jawab manajemen, (2) dirancang untuk mengurangi terjadinya 
berbagai kesalahan (error dan irregularities), dan untuk mencapai 
tujuan organisasi, dan (3) berorientasi kepada personil dan mencoba 
membantu karyawan mencapai tujuan organisasi dengan mengikuti 
kebijakan organisasi. 
Pengendalian administrasi (administrative control) adalah pengendalian 
yang menjamin efisiensi operasional dan ketaatan kebijakan 
manajemen. 
 
3. Elemen-elemen Struktur Pengendalian Intern. 
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SPI yang diterapkan didalam suatu perusahaan disesuaikan dengan  
situasi serta jenis perusahaannya. Suatu konsep umum dari SPI 
mempunyai elemen-elemen dasar yang berlaku umum hampir pada semua 
SIA. Bila elemen-elemen dasar ini tidak ada atau kurang berfungsi, maka 
SIA akan lemah pengendalian internnya.  
Menurut Mulyadi (2001:164) elemen-elemen SPI adalah sebagai 
berikut: 
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 
secara tegas. 
b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan 
dan biaya. 
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 
unit organisasi. 
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. 
 
Menurut Krismiaji (2002:219) SPI memiliki tiga elemen, yaitu: 
 
b. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian 
menggambarkan efek kolektif dari berbagai faktor pada 
penetapan, peningkatan, atau penurunan efektivitas prosedur dan 
kebijakan khusus. 
c. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi terdiri atas metoda dan catatan 
yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, 
menggolongkan, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi 
perusahaan dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan 
kewajiban yang terkait. 
d. Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 
ditambahkan ke lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi 
yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan 
yang layak bahwa tujuan khusus organisasi akan dicapai. 
 
4. Hubungan Sistem Informasi Akuntansi dengan Sistem Pengendalian 
Intern. 
Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan 
yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 
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keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 
pengelolaan perusahaan Mulyadi (2001:3). 
SPI menurut Mulyadi (2001:163) adalah “struktur organisasi, 
metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 
kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 
mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
Dari pengertian SIA di atas dapat kita ketahui bahwa SIA 
merupakan sistem yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang 
digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan SPI 
merupakan sistem yang digunakan untuk menjaga kekayaan perusahaan 
maupun organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 
mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
Ketelitian dan keandalan data akuntansi sangat dipengaruhi oleh 
SPI yang ada dalam suatu perusahaan maupun organisasi. Apabila dalam 
suatu perusahaan maupun organisasi sudah mempunyai SPI yang efektif, 
maka data akuntansinya akan dapat dipertanggungjawabkan ketelitian dan 
keandalannya. 
SIA menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan 
dipertanggungjawabkan jika data-data akuntansi perusahaan maupun 
organisasi dihasilkan oleh SPI yang efektif.  
 
C. Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit. 
1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat. 
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Pengertian BPR menurut pasal 1 ayat 4 Undang-undang No.7 
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang N0.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Kasmir 
(2002:396) “BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
BPR yang dalam kegiatannya secara konvensional atau 
berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk memberikan 
pinjaman yang sangat dibutuhkan masyarakat. Yang dimaksud dengan 
prinsip syariah menurut pasal 1 ayat 13 Undang-undang No. 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 
10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Kasmir (2002:397) adalah 
sebagai berikut. 
Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 
antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan 
kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 
syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 
(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 
(musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 
(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa 
murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan 
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain 
(ijarah wa iqtina). 
 
 
39 
2. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat. 
BPR yang mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan dana 
masyarakat harus mempunyai tujuan ke arah pemerataan, pertumbuhan 
ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat 
banyak. 
Tujuan BPR  menurut penjelasan pasal 16 ayat 5 atas Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, 
dalam Kasmir (2002:379) adalah untuk menunjang peningkatan 
pembangunan yang lebih merata. 
Dari tujuan BPR diatas dapat dijelaskan dengan lebih rinci yaitu 
untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional 
kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 
 
 
3. Sasaran Bank Perkreditan Rakyat 
Sasaran BPR adalah  melayani kebutuhan masyarakat agar mereka 
tidak jatuh ketangan para rentenir. 
Fungsi dan tugas BPR yang semula diarahkan untuk menunjang 
pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi 
praktek-praktek ijon dan pelepasan uang sesuai KMK No.1064/KMK 
00/1988, telah mengalami pergeseran misi sesuai dengan UU No. 10 
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tahun 1998 yaitu diarahkan untuk mendorong pengembangan usaha kecil 
dan pengusaha ekonomi lemah.  
4. Usaha Bank Perkreditan Rakyat. 
Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi usaha untuk menghimpun 
dan menyalurkan dana untuk tujuan mendapatkan keuntungan. 
Keuntungan Bank Perkreditan Rakyat diperoleh dari spread effect dan 
pendapatan bunga. 
Usaha-usaha BPR dalam pasal 13 Undang-undang No. 10 tahun 
1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang 
Perbankan dalam Kasmir (2002:351) adalah sebagai berikut: 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
berupa deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu. 
b. Memberikan kredit. 
c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi 
hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan 
pemerintah. 
d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia 
(SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan 
pada bank lain. 
 
Usaha-usaha yang tidak boleh dilakukan Bank Perkreditan Rakyat 
dalam Pasal 14 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas 
Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan dalam Kasmir 
(2002:351) adalah sebagai berikut: 
a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 
pembayaran. 
b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing 
c. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking. 
d. Melakukan usaha perasuransian. 
e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang 
dimaksud dalam pasal 13. 
 
 
41 
 
5. Pemberian Kredit. 
a. Pengertian kredit. 
Pengertian kredit dimulai dari kata “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani 
“Credere” yang berarti “kepercayaan” atau dalam bahasa latin 
“Creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Menurut 
Pasal 1 ayat 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang 
perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
dalam Kasmir (2002:397) adalah: 
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara bank maupun pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 
dengan pemberian bunga. 
 
 
b. Prinsip-prinsip pemberian kredit 
Dalam melaksanakan suatu kegiatan perkreditan secara sehat sangat memerlukan 
suatu prinsip-prinsip pemberian kredit. Menurut   Untung 
(2000:123-124) adalah sebagai berikut: 
1. Cracter. Character adalah adanya keyakinan dari pihak bank 
bahwa si peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-
sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai 
rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai 
manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun 
dalam menjalankan kegiatan usahanya. 
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2. Capital. Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri  yang 
dimiliki oleh calon debitur. 
3. Capacity. Capacity adalah suatu penilaian kepada calon 
debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-
kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau 
kegiatan usaha yang akan dilakukannya dan dibiayai dengan 
kredit dari bank. 
4. Collateral. Collateral adalah barang-barang yang akan 
dijadikan agunan atau jaminan yang diserahkan 
peminjam/debitur sebagai jaminan dalam memperoleh suatu 
kredit dari bank. 
5. Condition of economiy. Condition of economy adalah situasi 
dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain 
yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat 
maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinan 
akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan 
yang memperoleh kredit. 
 
Menurut  Firdaus dan Maya ada 3 macam konsep tentang prinsip, 
azas/persyaratan pemberian kredit bank secara sehat yaitu 
sebagai berikut: 
1. Prinsip-Prinsip 5C 
a. Character (watak/kepribadian). “Character” atau watak 
dari para calon peminjam merupakan salah satu 
pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan 
pemberian kredit. 
b. Capital (Modal) azas capital atau modal ini menyangkut 
berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah 
dimiliki oleh calon peminjam. 
c. Condition of economy (kondisi perekonomian) Azas 
kondisi dan situasi ekonomi perlu diperhatikan dalam 
pertimbangan pemberian kredit terutama dalam 
hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam. 
d. Collateral (jaminan atau agunan). Yaitu harta benda milik 
debitur atau fihak ke-3 yang diikat sebagai agunan 
andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk 
menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. 
2. Prinsip-prinsip 5P 
Party (golongan) yang dimaksud dengan party disini adalah 
mencoba menggolongkan  calon peminjam ke dalam 
kelompok tertentu menurut character, capacity dan 
capitalnya dengan jalan penilaian atas ke 3C tersebut. 
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Porpose (tujuan) adalah tujuan penggunaan kredit yang 
diajukan, apa tujuan sebenarnya (real purpose) dari kredit 
tersebut, apakah mempunyai aspek-aspek sosial yang 
positif dan luas atau tidak. 
Payment (Sumber Pembayaran)  
Profitability (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan) 
yang dimaksud dengan profitability disini bukanlah 
keuntungan yang dicapai oleh debitur semata-mata, 
melainkan pula dinilai dan dihitung keuntungan-
keuntungan yang mungkin akan dicapai oleh bank, 
andaikata memberikan kredit terhadap debitur tertentu, 
dibandingkan dengan kalau kepada debitur lain sering 
menggunakan jasa-jasa bank selain kredit, dibandingkan 
dengan perusahaan-perusahaan lain. 
Protection (pelindungan) dimaksudkan untuk berjaga-jaga 
terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka bank 
perlu untuk melindungi kredit yang diberikannya antara 
lain dengan jalan meminta collateral/jaminan dari 
debiturnya bahkan mungkin pula baik jaminan maupun 
kreditnya diasuransikan. 
3. Prinsip 3 R 
e. Return (hasil yang dicapai) Return disini dimaksudkan 
penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan 
debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. 
f. Repayment (pembayaran kembali) Dalam hal ini bank harus 
menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat 
membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan 
membayar kembali (repayment capasity), dan apakah harus 
diangsur/dicicil/ atau dilunasi sekaligus diakhir periode. 
g. Risk bearing ability (kemampuan untuk menanggung 
risiko). Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai 
sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu 
menanggung risiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu 
yang tidak diinginkan. 
 
c. Manfaat Kredit 
Ada berbagai pihak yang berkepentingan secara langsung dan secara tidak 
langsung terhadap fasilitas perkreditan yang dipasarkan oleh 
Bank-bank komersial. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan 
langsung adalah pihak bank dan pihak calon debitur sedangkan 
pemerintah dalam hal ini pengusaha moneter dan masyarakat luas 
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juga akan menerima/merasakan perkreditan secara tidak 
langsung. 
Menurut Firdaus danMaya (2003:6-9) 
a. Manfaat Kredit bank bagi Debitur 
Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat 
menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau 
peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa 
tambahan modal kerja (money), mesin (machine), bahan 
baku (material), maupun peningkatan kemampuan sumber 
daya manusia (man), metode (method), perluasan pasar 
(market), sumber daya alam dan teknologi. 
Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak 
untuk dibiayai (feasible). 
Jumlah bank yang ada di negara kita dewasa ini relatif banyak, 
sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang 
cocok dengan usahanya. 
Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank (antara 
lain provisi dan bunga) relatif murah. 
Terdapat berbagai macam/jenis/tipe kredit yang disediakan 
oleh perbankan, sehingga calon debitur dapat memilih jenis 
yang paling sesuai. 
Dengan memperoleh kredit dari bank, biasanya debitur tersebut 
sekaligus terbuka kesempatannya untuk menikmati 
produk/jasa bank lainnya seperti transfer, bank garansi 
(jaminan bank), pembukaan letter of credit (L/C) dan lain 
sebagainya. 
Rahasia keuangan debitur terlindungi. 
Dapat melakukan peningkatan usahanya maka jangka waktu 
kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 
 
b. Manfaat kredit bagi bank 
1. Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima 
dari debitur. Disamping bunga, walaupun jumlahnya tidak 
signifikan diperoleh pula pendapatan dari provisi/biaya 
administrasi dan denda (penalty) dan fee base income 
(biaya transfer, L/C, iuran credit card /ATM dan 
sebagainya. 
2. Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka 
diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin 
dalam perolehan laba yang meningkat. 
3. Dengan pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat 
memasarkan produk-produk jasa bank lainnya seperti giro, 
tabungan, deposito, sertifikat deposito, kiriman uang 
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(transfer), jaminan bank, leter of credit, dan lain 
sebagainya. 
4. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka dapat 
mendidik dan meningkatkan kemampuan personilnya untuk 
lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di 
berbagai sektor ekonomi. 
 
c. Manfaat kredit bagi pemerintah/negara. 
1. Kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum 
maupun untuk sektor tertentu saja. 
2. Kredit dapat dijadikan pengendalian moneter 
3. Kredit dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan 
usaha  dan lapangan kerja. 
4. Kredit dapat menciptakan dan meningkatakan pemerataan 
pendapatan masyarakat. 
5. Secara tidak langsung pemberian kredit bank akan 
meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak 
perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume 
usahanya. 
6. Pemberian kredit bank yang sahamnya dimiliki oleh 
pemerintah/negara/daerah yang berhasil meningkatkan 
labanya, akan menambah pendapatan pemerintah/ negara/ 
daerah yang berupa setoran bagian laba/dividen dari bank 
yang bersangkutan. 
7. Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas 
pasar. Dengan adanya kredit bank maka volume produksi 
dan konsumsi akan meningkat dan hal itu akan mendorong 
terciptanya pasar baru serta peningkatan pasar yang telah 
ada. 
d. Manfaat kredit bagi masyarakat luas 
1. Dengan adanya kredit bank yang mendorong pertumbuhan 
dan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat 
pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan 
masyarakat. 
2. Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan 
profesi tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian 
kredit, misalnya seorang konsultan proyek dapat turut serta 
dalam pembuatan project proposal atau studi kelayakan 
proyek (project feasibility study). 
3. Para pemilik dana yang menyimpan di bank, berharap agar 
kredit bank berjalan lancar, sehingga dana mereka yang 
digunakan/disalurkan oleh bank dapat diterima kembali 
secara utuh beserta sejumlah bunganya sesuai kesepakatan. 
4. Bagi anggota masyarakat yang bergerak di pasar modal 
ataupun nasabah bank syari’ah maka suku bunga kredit 
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merupakan salah satu indikator bagi nilai saham atau 
dividen atau jumlah bagi hasil yang diperolehnya, karena 
merupakan produk substitusi ataupun sebagai pembanding. 
5. Adanya jenis kredit-kredit tertentu seperti bank garansi atau 
L/C, akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi 
pihak yang terlibat misalnya pimpinan proyek atau para 
supplier/penjual yang terlibat di dalamnya. 
 
Menurut Untung (2000:4) Kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang dan 
juga dalam perdagangan, mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Meningkatkan daya guna uang. 
b. Meningkatkan peredaran lalu lintas uang. 
c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang. 
d. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. 
e. Meningkatkan kegairahan berusaha. 
f. Meningkatkan pemerataan pendapatan. 
g. Meningkatkan hubungan internasional. 
 
d. Jenis-jenis Kredit 
Dengan berbagai variasi Jenis-jenis kegiatan usaha yang ada 
dalam sistem perekonomian di masyarakat, ternyata juga membawa 
pengaruh kepada variasi dari jenis-jenis kredit yang disediakan oleh 
sektor perbankan. Jenis-jenis kredit menurut Untung (2000:4-7) 
adalah sebagai berikut : 
1. Kredit dilihat dari lembaga pemberi-penerima kredit  
a. Kredit perbankan, yaitu kredit yang diberikan dengan 
tujuan untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. 
b. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank 
Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, 
yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk 
membiayai kegiatan perkreditannya. 
c. Kredit langsung, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank 
Indonesia kepada lembaga pemerintah, atau semi 
pemerintah. 
2. Kredit dilihat dari segi tujuan penggunaannya  
a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank 
pemerintah atau bank swasta kepada perseorangan untuk 
membiayai keperluan konsumsi sehari-hari. 
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b. Kredit produktif, yang terdiri dari dua yaitu kredit 
investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk pembiayaan 
modal tetap dan kredit eksploitasi yaitu kredit yang 
ditujukan untuk pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan 
modal kerja. 
c. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif 
(semi konsumtif dan semi produktif). 
3. Kredit dilihat dari segi dokumen 
a. Kredit ekspor, yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber 
pembiayaan bagi usaha ekspor. 
b. Kredit impor, yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber 
pembiayaan bagi usaha impor. 
4. Kredit dilihat dari segi besar-kecilnya aktivitas perputaran 
usaha 
a. Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada 
pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil. 
b. Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada 
pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha 
kecil. 
c. Kredit besar. 
5. Kredit dilihat dari segi waktunya 
a. Kredit jangka pendek (short term loan), yaitu kredit 
berjangka waktu maksimum 1 tahun. 
b. Kredit jangka menengah (medium term loan), yaitu kredit 
berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun. 
c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu 
lebih dari 3 tahun. 
 
6. Kredit dilihat dari segi jaminan 
a. Kredit tanpa jaminan, atau kredit blangko (unsecured 
loan) 
b. Kredit dengan jaminan (secured loan). 
 
6. Jaminan Kredit 
Yang dimaksud dengan jaminan atau agunan adalah harta benda 
milik debitur atau fihak ke 3 yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi 
ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai 
dengan perjanjian kredit. 
Menurut Untung (2000:58-63) Jaminan adalah tanggungan yang 
diberikan oleh debitur kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai 
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suatu kepentingan, yaitu bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya 
dalam suatu perjanjian. 
Menurut hukum perdata terdapat 2 jenis jaminan kredit dalam 
Untung (2000:58), yaitu : 
1. Jaminan perorangan (personal guaranty), yaitu jaminan seorang 
pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya 
kewajiban-kewajiban si debitur. 
2. Jaminan berupa benda (jaminan kebendaan), yaitu jaminan yang 
dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya, ataupun antara kreditur 
dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya 
kewajiban-kewajiban si debitur. Ada tiga jenis jaminan kebendaan 
yaitu: 
a. Hipotik, yaitu suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak 
bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi 
pelunasan suatu perikatan (Pasal 1162 KUH Perdata). 
b. Credietverband, yaitu suatu jaminan atas tanah yang 
diperuntukkan bagi orang-orang bumiputra pada zaman 
penjajahan belanda. 
c. Fiducia, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan 
atas barang bergerak, dengan tetap menguasai barang-barang 
tersebut. 
 
 
Jaminan kredit tersebut harus diasuransikan agar dapat mencegah 
kemungkinan-kemungkinan buruk yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan 
untuk pengamanan terhadap kemungkinan atas kegagalan dalam 
penyelesaian kredit. Jadi dengan asuransi jaminan kredit maka penjagaan 
dan pengamanan kekayaan Bank yang di investasikan dalam bentuk 
perkreditan akan menjadi lebih terjamin, karena telah ada proteksi dari 
pihak asuransi. 
Menurut Untung (2000:57-58) Pentingnya suatu jaminan oleh 
kreditur (Bank) atas suatu pemberian kredit adalah karena jaminan 
merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin 
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timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit dan 
dapat membantu memperlancar proses analisis pemberian kredit dari bank. 
Fungsi  jaminan kredit menurut Firdaus dan Maya (2003:86) 
adalah : 
1. Untuk pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu 
membayar dengan jalan menguangkan/menjual jaminan tersebut. 
2. Sebagai akibat dari fungsi pertama ialah merupakan salah satu 
faktor penentu jumlah kredit yang dapat diberikan. 
 
Syarat harta benda yang dapat dijadikan jaminan menurut  Firdaus dan 
Maya (2003:87): 
1. Marketability, dimaksudkan adanya pasar yang cukup luas bagi 
jaminan yang bersangkutan dan dengan demikian kemungkinan 
adanya pembeli atas jaminan tersebut cukup banyak tanpa harus 
terlalu membanting harga. 
2. Ascertainability of value, dimaksudkan agar jaminan yang 
diberikan tersebut mempunyai suatu standar harga tertentu. 
3. Stability of value dimaksudkan, harta benda yang menjadi jaminan 
hendaknya tidak menurun harganya bahkan kalau mungkin terus 
menerus naik dimasa mendatang. 
4. Transferability, dimaksudkan agar harta benda yang dijaminkan 
harus mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun secara 
yuridis. 
 
7. Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit. 
Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah harus mempunyai 
SIA yang baik agar tidak terjadi suatu kecurangan dan mencatat setiap 
transaksi yang terjadi langsung dari dokumen secara teliti pada saat 
terjadinya. Tahap-tahap SIA pemberian kredit yaitu tahap permohonan 
kredit, tahap penyidikan dan analisis, tahap keputusan persetujuan atau 
penolakan kredit, tahap pencairan kredit, tahap administrasi, tahap 
pengawasan dan pembinaan dan tahap pelunasan kredit. 
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Menurut Kuncoro et.al (2002:245-269) Prosedur pemberian kredit 
yang sehat adalah sebagai berikut: 
1. Penyusunan perencanaan perkreditan. 
Dalam prosedur perencanaan perkreditan bank harus melakukan riset pasar dan 
dipadukan dengan pengalamannya selama memberikan kredit, 
sehingga diperoleh pedoman pasar sasaran yang akan dimasuki 
(target market), kriteria calon nasabah yang dapat diterima 
sebagai nasabah, kreteria nasabah yang dapat dilayani, serta 
penyusunan besarnya target ekspansi kredit. 
2. Proses pemberian putusan kredit 
Proses pemberian putusan kredit terdiri dari 3 tahap, yaitu:  
a. Prakarsa dan Analisis Kredit  
Proses prakarsa dan analis kredit dilakukan oleh pejabat 
pemrakarsa/penganalisis kredit, yang meliputi kegiatan 
sebagai berikut: 
1. Kegiatan pada tahap prakarsa dan permohonan kredit 
adalah penerimaan permohonan kredit oleh nasabah. 
Pejabat pemrakarsa/penganalisis kredit kemudian 
melakukan kegiatan pencarian informasi selengkap-
lengkapnya dari berbagai sumber mengenai pemohon 
yang akan dipergunakan dalam menunjang analisis dan 
evaluasi terhadap 5 C kredit pemohon yaitu Character, 
Capacity, Capital, Condition, dan Collateral. 
2. Analisis dan Evaluasi Kredit. Dalam analisis sekurang-
kurangnya mencakup informasi sebagai berikut: 
a. Identitas pemohon, antara lain: nama pemohon, 
domisili, bentuk usaha, jenis usaha, susunan 
pengurus, legalitas usaha, dan sebagainya. Informasi 
mengenai identitas ini dimaksudkan untuk melihat 
gambaran awal tentang penanggung jawab utama atas 
pengelolaan perusahaan, lokasi perusahaan serta 
keabsahan operasi perusahaan. 
b. Tujuan permohonan kredit, mencakup: jumlah kredit, 
obyek yang dibiayai, jangka waktu kredit, dan alasan 
kebutuhan kredit. Informasi mengenai tujuan kredit 
ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran bahwa 
kredit tersebut benar-benar dipergunakan untuk 
membiayai usaha, bukan untuk hal-hal yang bersifat 
konsumtif atau spekulatif. 
c. Riwayat hubungan bisnis dengan bank, mencakup: 
saat mulai, bidang hubungan bisnis, nilai transaksi 
bisnis, kualitas hubungan bisnis, dan jumlah total 
nilai hubungan bisnis. 
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d. Analisis 5C kredit, mencakup analisis watak, analisis 
kemampuan, analisis modal, analisis kondisi/ prospek 
usaha, dan analisis agunan kredit. 
3. Negosiasi dan rekomendasi kredit. 
a. Negosiasi  
Dalam melakukan negosiasi tersebut hal yang 
perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 
1. Negosiasi, adalah diskusi tentang suatu 
permasalahan kredit yang terjadi antara pihak 
bank dengan pemohon, dalam rangka mencapai 
kesepakatan mengenai penyusunan arus kas 
nasabah, kelengkapan dokumen, struktur dan tipe 
kredit serta syarat-syarat kredit yang harus 
dipenuhi pemohon. 
2. Negosiasi dapat dilakukan oleh seluruh pejabat 
kredit sesuai dengan kepentingannya, namun 
demikian sebelum dilangsungkan pertemuan 
negosiasi tersebut pejabat kredit yang akan 
melakukan negosiasi harus melakukan 
pembahasan mengenai hasil analisis kredit 
terlebih dahulu. 
3. Pejabat yang melakukan negosiasi harus tetap 
mengutamakan kepentingan bank dan keinginan 
untuk memberikan pelayanan yang memuaskan 
kepada pemohon. 
4. Hasil negosiasi yang dilakukan oleh setiap pejabat 
kredit harus dituangkan dalam suatu laporan 
tertulis serta merupakan salah satu kelengkapan 
paket kredit. 
5. Selama berlangsung negosiasi tersebut, pejabat 
bank yang melakukan negosiasi tidak 
diperkenankan memberikan janji-janji kepada 
pemohon bahwa kredit akan disetujui. 
b. Pemberian rekomendasi kredit. 
Rekomendasi kredit merupakan suatu 
kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal 
kredit yang disajikan oleh pejabat pemrakarsa kredit. 
Pemberian putusan Kredit. 
c. Pemberian putusan kredit 
Pemberian putusan kredit harus dilakukan oleh 
pejabat pemutus dan harus dilakukan secara tertulis 
dan dibuktikan dengan membubuhkan tandatangan 
pada formulir putusan kredit. 
3. Penyusunan perjanjian kredit 
Tahap-tahap dalam penyusunan kredit yaitu sebagai berikut: 
 
 
52 
1. Memberikan surat penawaran putusan kredit (offering letter) 
kepada pemohon yang memuat struktur dan tipe serta syarat-
syarat kredit yang harus dipenuhi oleh nasabah. Surat 
penawaran tersebut harus mencantumkan batas waktu yang 
telah diberikan untuk memberikan persetujuan/penolakan. 
Apabila dalam jangka waktu yang telah diberikan pemohon 
tidak memberikan jawaban maka permohonan kredit yang 
sudah memperoleh  persetujuan dianggap batal. Sedangkan 
apabila pemohon menyetujui persyaratan dan ketentuan yang 
terkandung dalam surat penawaran putusan, maka pemohon 
harus menandatangai surat putusan di atas materai dan 
mengembalikan ke bank. 
2. Mempersiapkan dokumen perjanjian kredit sebagai 
perjanjian pokok, yang dapat berupa surat perjanjian kredit 
(untuk kredit yang berbentuk rekening koran), surat 
pengakuan utang (untuk kredit yang berbentuk persekot 
dengan angsuran). 
3. Mempersiapkan dokumen perjanjian accessoir, yaitu 
perjanjian ikutan dan keberadaannya dimaksudkan untuk 
mendukung /menjamin perjanjian pokoknya, sehingga jika 
perjanjian pokok hapus, maka perjanjian accessoirnya juga 
turut hapus. 
4. Mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pencairan.  
4. Dokumentasi dan administrasi kredit. 
a. Dokumentasi 
Dukumen kredit dapat dibedakan menjadi dua yaitu 
dokumen pokok (dokumen primer) dan dokumen primer 
merupakan dokumen yang harus dikuasai oleh bank untuk 
dapat membuktikan kepemilikan asset secara yuridis. 
Dokumen ini dapat berasal dari debitur (misalnya kopi 
identitas, bukti kepemilikan agunan, dll), bank (misalnya 
perjanjian kredit, pengikat agunan, dll) maupun dari pihak 
ketiga misalnya polis asuransi. 
Dokumen sekunder adalah semua dokumen kredit 
diluar dokumen primer. Dokumen ini dapat berasal dari 
nasabah (misalnya laporan keuangan nasabah dan informasi 
keuangan lainnya), bank (misalnya laporan penilaian agunan, 
offering letter, dll) dari pihak ketiga (misalnya laporan 
perusahan penilai/appraisal, laporan keuangan audit dan 
referensi bank). 
b. Adminsitrasi kredit 
Administrasi kredit bertujuan untuk mendukung 
langkah-langkah pembinaan atau penilaian atas 
perkembangan kredit yang telah diberikan atau 
perkembangan usaha nasabah dan pengawasan kredit, 
sehingga kepentingan bank terlindungi 
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5. Pengawasan dan Pembinaan kredit 
Pengawasan dan pembinaan kredit merupakan tahap lebih lanjut dari proses 
pemberian kredit dan merupakan upaya agar kredit yang telah 
dicairkan tersebut dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang 
telah dijanjikan. 
6. Pelunasan kredit 
Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap 
Bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. 
 
8. Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit 
Setiap Bank harus mempunyai SPI yang baik dalam pemberian 
kredit yang bertujuan untuk mencapai portofolio kredit yang sehat serta 
menghindarkan kemungkinan timbulnya penyalahgunaan wewenang oleh 
berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan terjadinya praktek 
pemberian kredit yang tidak sehat.  
Menurut Kuncoro et.al (2002:269) SPI perkreditan meliputi 
kebijaksanaan perkreditan, organisasi perkreditan dan prosedur 
perkreditan. Prosedur pengendalian intern bank, yang mencakup semua 
aspek perkreditan untuk memastikan bahwa pemberian kredit memenuhi 
prinsip pemberian kredit yang sehat. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM 
 
A Sejarah Berdirinya PD BPR BKK Mojogedang 
PD BPR BKK Mojogedang berdiri sejak akhir Tahun 1970. Pada tahun 1981 
Pemda Tingkat I yang mengukuhkan kedudukan 
BKK dengan membuat peraturan daerah 
Propinsi Dati I Jawa Tengah No. II Tahun 1981 
dan mendapat pengesahan dari Mendagri 
Tanggal 17 Desember 1981, SK No. 063.3.884. 
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Mulai saat itu status BKK menjadi Lembaga Perkreditan yang 
berbentuk Badan usaha milik desa dan pertanggungjawaban dalam wilayah 
Kabupaten/Kota Madya Dati II masing-masing diserahkan kepada Bupati atau 
Walikota Madya Dati II. 
Lembaga dan dasar hukum dalam pengelolaan BKK, adalah: 
1. SK Gubernur KDH Propinsi Tingkat I Jawa Tengah No.Dsa.6.226/69 
8/2/4 
2. SK Gubernur KDH Propinsi Tingkat I Jawa Tengah No.G.336/1970 
                                                                                                        12/19/24 
3. Perda Dati I Jawa tengah No. II Tahun 1981 tentang BKK 
4. SK Gubernur KDH Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 19 Juni 1988 
No. 539/1988 yang menyatakan sekretaris pembina sebagai koordinator. 
 
 
B Struktur Organisasi PD BPR BKK Mojogedang 
Dari bagan struktur organisasi di atas dapat diidentifikasikan tugas-tugas yang 
dilakukan Badan Pembina, Dewan Pengawas, 
Pimpinan, Bagian kredit, bagian Dana 
Masyarakat, Kasir, Pembukuan, Seksi Umum 
dan Seksi Persediaan. 
1. Badan Pembina. 
2. Dewan Pengawas. 
3. Pimpinan. 
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4. Bagian Kredit 
5. Bagian Dana 
6. Bagian Kasir 
7. Bagian Pembukuan. 
8. Bagian Umum/Seksi Umum 
9. Bagian Persediaan/Seksi Persediaan. 
10. SPI 
Gambar struktur organisasi PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar 
dapat dilihat pada lampiran 1 (hal.92) 
Deskripsi jabatan dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Badan Pembina 
Badan pembina ini bertugas memberikan pengarahan atau saran 
yang diperlukan untuk kemajuan BKK di masa yang akan datang. Dengan 
cara mengadakan pelatihan-pelatihan pada karyawan. 
2. Badan Pengawas 
Badan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, 
menjalankan pengawasan,  dan pengendalian terhadap PD BPR BKK 
Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Untuk melaksanakan tugas tersebut 
maka Dewan Pengawas mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Menentukan garis besar kebijakan umum. 
b. Mengadakan penilaian atas hasil kerja pimpinan. 
c. Mengawasi pimpinan dalam hal melaksanakan kebijakan umum. 
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d. Mengesahkan Rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Bank. 
3. Pimpinan mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Memimpin semua kegiatan bank. 
b. Mengadakan ikatan dengan pihak lain. 
c. Mengadakan kegiatan usaha bank untuk keuntungan bank. 
d. Menjalankan pengurusan dan pengelolaan bank sehari-hari sesuai 
dengan kebijaksanaan umum yang digariskan. 
e. Melakukan pengurusan dan pengelola kekayaan bank. 
f. Menentukan kebijakan dalam pengurus dan mengendalikan bank. 
g. Bertanggungjawab kepada Camat Mojogedang selaku badan 
pengawas. 
h. Mimimpin jalannya perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan 
dan ketentuan yang berlaku. 
i. Memimpin pegawai perusahaan secara keseluruhan. 
j. Menentukan dan memutuskan atas segenap permasalahan di dalam 
maupun di luar pengadilan negeri. 
k. Meminta persetujuan Camat selaku Dewan Pengawas untuk 
mengadakan perjanjian hutang-hutang dengan pihak lain, mengikat 
perusahaan sebagai penanggung, dan menyelesaikan perkara di 
pengadilan negeri. 
l. Menghadiri rapat-rapat dinas untuk membicarakan kepentingan 
pengurusan perusahaan. 
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m. Mengangkat dan memberhentikan pegawai menurut peraturan 
perundangan yang berlaku. 
n. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada badan pengawas atas 
segala sesuatu yang dipandang perlu. 
o. Menyusun program kerja dan rencana anggaran perusahaan setiap 
tahun buku dan meminta persetujuan Dewan Pengawas. 
p. Menyampaikan laporan neraca, perhitungan laba/rugi dan laporan 
lainnya serta seluruh kegiatan perusahaan kepada dewan pengawas. 
q. Menandatangani kontrak, dokumen dan surat-surat perusahaan atas 
nama perusahaan. 
r. Memutuskan besarnya pinjaman untuk seluruh nasabah, serta 
mengesahkan dokumen kreditnya. 
s. Mengesahkan seluruh bentuk bukti pengeluaran biaya yang sifatnya 
memerlukan keputusan.   
 
4. Bagian Kredit 
Tugas-tugas bagian kredit : 
a. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian 
tugas bagian kredit kepada pimpinan. 
b. Melaksanakan dan melakukan tugas koordinasi, pengawasan dan 
penilaian terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas. 
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c. Melakukan penyaluran dana berbentuk kredit kepada nasabah dan 
melaksanakan usaha penarikan kembali beserta bunga dan lainnya 
sesuai  ketentuan. 
d. Mencatat penerimaan dan pengeluaran pinjaman pada DNP (Daftar 
Nominatif Pinjaman). 
e. Mengisikan pada kartu monitor/kitir pinjaman. 
f. Membuat rekapitulasi harian mutasi pinjaman/penerimaan dan 
pengeluaran. 
g. Memberikan penjelasan dan syarat-syarat, prosedur dan ketentuan 
kredit kepada calon nasabah. 
h. Melakukan penjelasan syarat-syarat serta melakukan analisa kredit. 
i. Mengusulkan kepada pimpinan terhadap permohonan kredit atas 
kewenangan putusannya. 
j. Melakukan administrasi kredit, mempersiapkan dan meneliti 
perjanjian kredit. 
k. Bertanggungjawab atas penyimpanan dan pemeliharaan dokumen-
dokumen penting yang berkenaan dengan tugasnya kepada pimpinan. 
l. Menyusun rencana kerja tahunan dibidangnya untuk diserahkan 
kepada bagian  pembukuan. 
m. Membuat evaluasi atas rencana kerja yang ditetapkan. 
n. Melaksanakan koordinasi setiap hari dengan bagian dana untuk 
rekonsiliasi simpanan wajib dan lainnya. 
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o. Melaksanakan koordinasi setiap hari dengan bagian pembukuan 
untuk rekonsiliasi data neraca dan lainnya. 
p. Membuat laporan kepada pimpinan atas jatuh tempo nasabah setiap 
bulan, kesulitan/hambatan yang dihadapi, dan lain-lain yang 
diperlukan untuk kepentingan manajemen. 
q. Membuat/menyajikan data kepada bagian pembukuan serta 
mengkoordinasikan untuk keperluan penyusunan rencana kerja dan 
laporan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan dan lain-lain. 
r. Membantu tugas lain sepanjang diperlukan. 
s. Mewakili Pimpinan dalam bidangnya dalam hal pimpinan 
berhalangan hadir atau sepanjang diperlukan. 
t. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah dan tindakan 
yang perlu diambil baik dibidang tugasnya maupun dibidang lain. 
u. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 
5. Bagian Dana, mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian 
tugas bagian dana kepada pimpinan. 
b. Mengusahakan pengembangan dana pada PD BPR BKK Mojogedang 
Kabupaten Karanganyar antara lain titipan dana masyarakat, 
pinjaman antar bank, pinjaman lainnya, cadangan dan lain-lain. 
c. Mencatat seluruh penerimaan dan pengambilan tabungan. 
d. Mencatat/memasukkan ke kartu monitor nasabah menurut jenis dan 
nomor rekening. 
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e. Membuat rekapitulasi harian. 
f. Mencatat dan membuat slip pemindah bukuan untuk : 
1) Angsuran pokok/bunga. 
2) Bunga deposito 
3) Tutup rekening 
4) Tabungan dll. 
g. Mengurus, mengelola dan mengadministrasikan sumber dana dari 
bank lain dan pinjaman lainnya. 
h. Mengurus, mengelola dan mengadministrasikan penanaman dana 
kepada bank dan organisasi lain. 
i. Melakukan koordinasi setiap hari dengan bagian pembukuan untuk 
rekonsiliasi data neraca dan lainnya. 
j. Membuat evaluasi bulanan atas rencana kerja yang telah ditetapkan. 
k. Menyediakan dan menyerahkan data kepada bagian pembukuan serta 
mengkoordinasikan, untuk keperluan penyusunan rencana kerja, 
perubahan rencana kerja, perubahan rencana kerja dan laporan-
laporan lainnya. 
l. Bertanggungjawab atas terselenggaranya dengan baik tata arsip 
bagian data kepada pimpinan. 
m. Membantu tugas bagian lain sepanjang diperlukan. 
n. Mewakili pimpinan dalam bidangnya dalam hal pimpinan 
berhalangan hadir atau sepanjang diperlukan. 
o. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan   
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6. Bagian kasir bertugas : 
a. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian 
tugas bagian kas kepada pimpinan. 
b. Menerima setoran tabungan 
c. Melayani pengambilan tabungan 
d. Menerima angsuran kredit 
e. Melakukan pencairan kredit 
f. Pengeluaran/penerimaan lain yang menyangkut uang kas tersebut. 
g. Membuat berita acara perhitungan uang kas dan materai. 
h. Bertanggungjawab atas pengurusan, pengamanan dan persediaan kas 
beserta rinciannya kepada pimpinan. 
i. Bertanggungjawab atas perhitungan dan pembayaran gaji dan honor 
bagi perangkat PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar 
setiap bulan menurut ketentuan yang berlaku. 
j. Melaksanakan setoran ke kas daerah dari bagian keuntungan, bila 
sudah saatnya. 
k. Melakukan koordinasi setiap hari dengan bagian pembukuan untuk 
rekonsiliasi data neraca dan lain-lain. 
l. Bekerjasama dengan bagian dana dalam hal penanaman dan 
penarikan dana dari bank lain. 
m. Menyerahkan data untuk kepentingan manajemen. 
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n. Menyediakan dan menyerahkan data kepada bagian pembukuan serta 
mengkoordinasikannya untuk penyusunan rencana kerja, perubahan 
rencana kerja dan laporan lain. 
o. Membantu tugas-tugas bagian lain sepanjang diperlukan. 
p. Memberikan saran dan pertimbangan langkah-langkah dan tindakan 
yang perlu diambil dibidang tugasnya.  
7. Bagian pembukuan, bertugas : 
a. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian 
tugas bagian pembukuan kepada Pimpinan. 
b. Meneliti bukti-bukti administrasi keuangan, melakukan falidasi, 
merekonsiliasi dengan bagian yang terkait, menyelesaikan jurnal, 
buku besar, neraca dan laporan Laba/Rugi kemudian mengarsipkan 
administrasi keuangan. 
c. Mencocokkan/cross dengan laporan kasir. 
d. Mempersiapkan dan menyelesaikan bukti-bukti pendukung 
pembukuan lainnya yang diperlukan dan menyelesaikan 
administrasinya. 
e. Merekonsiliasi atau mencocokkan data-data neraca dengan bagian 
lain yang terkait setiap hari. 
f. Menyediakan atau menyampaikan data perkembangan untuk 
kepentingan manajemen. 
g. Menghimpun data dari masing-masing bagian dan 
mengkoordinasikannya untuk keperluan penyusunan rencana kerja, 
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perubahan rencana kerja dan laporan bulanan, triwulanan, semesteran, 
tahunan dll. 
h. Bertanggungjawab atas pengelolaan, penyusunan dan penyelesaian 
dengan benar rencana kerja tahunan, perubahan rencana kerja, 
evaluasi rencana kerja bulanan, laporan bulanan, laporan publikasi, 
laporan tahunan serta laporan-laporan lainnya kepada pimpinan. 
i. Mengisi pada buku bantu yang terdiri dari : 
1) Pemindah bukuan (bukti managerial) 
2) Monitor angsuran kredit 
3) Monitor angsuran tabungan 
4) Penyusutan investasi 
j. Membantu tugas-tugas bagian lain sepanjang diperlukan. 
k. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah dan tindakan 
yang perlu diambil di bidang tugasnya maupun bidang lain. 
l. Mewakili pimpinan dalam bidangnya dalam hal Pimpinan 
berhalangan hadir atau sepanjang diperlukan. 
m. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan. 
8. SPI (Satuan Pengawas Intern). 
Satuan pengawas intern mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan intern atas kegiatan-kegiatan  PD BPR BKK Mojogedang 
Kabupaten Karanganyar. Tugas SPI antara lain sebagai berikut: 
a. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian 
tugas bagian satuan pengawas intern kepada pimpinan. 
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b. Melakukan tugas koordinasi, pengawasan dan penilaian terhadap 
kegiatan sehari-hari serta kedisiplinan tugas staf bawahannya. 
c. Membantu pimpinan dalam mengadakan penilaian atas SPI dan 
pelaksanaannya serta memberi saran/pertimbangan perbaikannya. 
d. Bertanggunjawab atas terselenggaranya pelaksanaan tugas 
pemeriksaan yang independent untuk mengevaluasi seluruh kegiatan 
usaha perusahaan mengenai lingkup pemeriksaan, persyaratan 
pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan baik secara special audit, 
maupun general audit dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan. 
e. Membantu pimpinan dan mencapai sasaran yang diharapkan dengan 
memberdayakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien. 
f. Membuat program kerja pemeriksaan dan melaksanakan program 
pemeriksaan sesuai yang diperlukan. 
g. Menyusun kertas kerja pemeriksaan (KKP) dan menginventarisir 
masalah-masalah yang ditentukan dan mempelajari resume hasil 
pemeriksaan sebelumnya, untuk dievaluasi serta disimpulkan guna 
menyusun laporan hasil pemeriksaan. 
h. Membimbing anggota tim pelaksana selama melakukan pemeriksaan 
dan memberi petunjuk di dalam menyusun KKP. 
i. Mereview seluruh KKP yang telah dikerjakan oleh anggota tim 
pemeriksa. 
j. Mendorong kelancaran tugas seluruh kegiatan dalam memberikan 
pelayanan kepada semua pihak yang berkepentingan. 
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k. Mengamankan harta benda dengan mencegah penyimpangan 
(tindakan prepentif) dan menemukan penyimpangan (tindakan 
detektif) serta memperbaiki penyimpangan (tindakan korektif). 
l. Meneliti laporan berita acara atas perhitungan kas dan saldo kas  atau 
seluruh penyelenggaraan administrasi kas. 
m. Melakukan penelitian atas rekonsiliasi bank. 
n. Memperhatikan posisi keuangan dari tiap-tiap laporan harian, 
mingguan dan bulanan serta tahunan. 
o. Meneliti kebenaran angka-angka akumulatif yang ada dalam berbagai 
laporan. 
p. Mengikuti perkembangan beban biaya yang dikeluarkan melalui 
saldo-saldo dalam ikhtisar mutasi keuangan, kemudian dibandingkan 
dalam besarnya anggaran yang telah ditetapkan. 
q. Meneliti keabsahan surat pertanggungjawaban pengeluaran biaya 
apakah telah sesuai dengan ketentuan. 
r. Mengkaji atas kewajaran suku bunga, biaya denda dan ongkos-
ongkos lainnya yang dibebankan kepada nasabah. 
s. Mengikuti/memonitor perkembangan pendapatan dari unit-unit 
organisasi, kemudian dibandingkan dengan angsuran yang telah 
ditetapkan. 
t. Meneliti copy perjanjian kredit beserta seluruh lampirannya yang 
merupakan kelengkapan persyaratan kemudian dibandingkan dengan 
prosedur dan lampiran kredit yang bersifat non performing. 
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u. Meneliti dan mengembangkan kemungkinan-kemungkinan hal lain 
yang ada hubungannya dengan bidang perkreditan dan penghimpunan 
dana dari pihak ketiga. 
v. Meneliti/memeriksa apakah pelaksanan penjualan harta lancar, aktiva 
tetap, inventaris telah mendapat persetujuan dari pejabat yang 
berwenang. 
w. Melakukan penelitian atas hasil pengamatan (pemeriksaan) fisik 
inventaris yang dilakukan oleh unit-unit organisasi apakah telah 
sesuai dengan daftar inventaris yang ada. 
9. Bagian Umum. 
Bagian umum mempunyai tugas merencanakan, 
mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta melaporkan kebijaksanaan 
penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugas 
tersebut bagian umum mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian 
tugas bagian umum kepada pimpinan. 
b. Bertanggungjawab atas terselenggaranya urusan surat menyurat, 
pengalokasian surat-surat dan tata arsipnya kepada pimpinan. 
c. Melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai, mutasi, evaluasi/ 
penilaian kerja, pembinaan, pendidikan, kenaikan gaji berkala, 
kenaikan pangkat, promosi jabatan, kesejahteraan dan pemberhentian 
pegawai. 
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d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan absensi, apel, upacara dan 
kegiatan lain yang sejenis kepada pimpinan. 
e. Mengurus agar peraturan perusahaan selalu tersedia serta sesuai 
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
f. Bertanggungjawab kepada pimpinan atas terselenggaranya kegiatan 
rapat, pembuatan notulen hasil rapat dan menyampaikannya kepada 
yang berkepentingan. 
g. Menyediakan/menyerahkan data kepada bagian pembukuan serta 
mengkoordinasikan untuk keperluan rencana kerja dan laporan-
laporan. 
h. Membantu tugas-tugas khusus pembuatan rencana kerja dan laporan 
tahunan. 
i. Membantu tugas bagian lain sepanjang diperlukan. 
j. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah dan tindakan 
yang diambil di bidang tugasnya maupun bidang lain. 
k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan. 
 
10. Bagian Persediaan/Seksi Persediaan. 
Dalam melaksanakan tugasnya bagian persediaan mempunyai 
fungsi  sebagai berikut: 
a. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian 
tugas bagian persediaan kepada pimpinan. 
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b. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan serta 
penghapusan peralatan kantor dengan memenuhi seluruh prosedur 
dan ketentuannya. 
c. Bertanggungjawab atas pembuatan daftar inventaris beserta 
mutasinya kepada pimpinan. 
d. Bertanggungjawab atas tersediannya alat-alat kantor, blangko-
blangko dll kepada pimpinan. 
e. Bertanggungjawab atas keamanan dan pemeliharaan peralatannya 
kepada pimpinan. 
f. Bertanggungjawab atas tersedianya fasilitas komputer, program data 
elektronik, terpeliharanya program data elektronik serta 
pengembangannya kepada pimpinan. 
g. Bertanggungjawab atas terselenggaranya urusan rumah tangga pada 
PD BPR BKK Mojogedang kabupaten Karanganyar kepada 
pimpinan. 
h. Menyediakan/menyerahkan data kepada bagian pembukuan serta 
mengkoordinasikan untuk keperluan rencana kerja dan laporan. 
i. Membantu tugas bagian lain sepanjang diperlukan. 
j. Mewakili pimpinan dalam bidangnya dalam hal pimpinan 
berhalangan hadir atau sepanjang diperlukan. 
k. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah dan tindakan 
yang diambil di bidang tugasnya maupun bidang lain. 
l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan. 
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C Kegiatan BKK Mojogedang. 
1. Bidang Manajemen 
a. Perencanaan 
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dan 
rencana kerja pada setiap tahunnya selalu ada perubahan mengikuti 
situasi dan kondisi yang ada. Dengan memperhatikan hasil-hasil dari 
tahun sebelumnya, dengan harapan pada tahun selanjutnya BKK 
Mojogedang dalam perencanaan pencapaian RAPB dan rencana kerja 
akan lebih baik. 
b. Organisasi 
Struktur organisasi yang sudah cukup lancar di BKK 
Mojogedang, sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang baik 
yang pada akhirnya akan tercapai kelancaran tugas. 
2. Bidang Permodalan 
Untuk menjaga keseimbangan dan kesetabilan modal BKK 
Mojogedang selain mendapat pinjaman modal dari BPD Jateng, juga 
mengadakan Promosi tabungan Tamades guna menopang permodalan 
yang sudah ada. 
3. Bidang Pengerahan Dana 
Langkah-langkah yang ditempuh BKK Mojogedang untuk 
menunjang keberhasilan penghimpunan dana masyarakat, disamping 
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tabungan wajib yang telah ditentukan menurut sistem pinjaman, maka 
BKK Mojogedang akan menghimpun dana lewat Tamades dengan jalan: 
a. Meningkatkan promosi dengan berbagai bentuk. 
b. Memberikan undian berhadiah kepada nasabah. 
c. Meningkatkan pelayanan nasabah. 
4. Bidang Pelayanan Kredit 
Dengan situasi dan kondisi perekonomian nasional sekarang ini, 
dituntut lembaga perkreditan harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan 
kreditnya, untuk itu BKK Mojogedang selalu berpegang pada motto: 
mudah, murah dan mengarah. 
PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar menghimpun 
dana melalui tabungan, deposito berjangka dan juga mengadakan 
kerjasama dengan BPD setempat atau lembaga kredit yang lain kemudian 
menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk kredit yaitu sebagai 
berikut: 
1. Kredit Umum adalah kredit yang diberikan kepada, petani dan 
pengusaha kecil. 
2. Kredit pasar adalah kredit yang diberikan kepada pedagang yang 
mempunyai kios dipasar-pasar. 
3. Kredit pegawai/karyawan adalah kredit yang diberikan kepada 
pegawai negeri, pensiunan, ABRI atau Polri. 
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D Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit 
Perusahaan 
1. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Pemohon Kredit Dalam Pengajuan 
Kredit Perusahaan. 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon kredit dalam 
pengajuan kredit di PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar 
sesuai dengan jenis kredit yang diberikan kepada nasabah adalah sebagai 
berikut: 
a. Kredit umum dan kredit pasar adalah sebagai berikut: 
1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
2) Fotocopy Kartu Keluarga 
3) Jaminan bergerak/tidak bergerak. 
4) Surat Permohonan kredit diketahui oleh kepala desa/lurah. 
b. Kredit Pegawai  
1) Fotocopy kartu pengenal, SIM (Surat Ijin Mengemudi), atau KTP 
yang masih berlaku. 
2) Fotocopy Kartu Pegawai. 
3) Daftar rincian gaji yang diketahui Bendahara dan Pimpinan. 
4) Fotocopy SK terakhir kenaikan tingkat/berkala. 
5) Jaminan bergerak/tidak bergerak, dilampiri jaminan tambahan 
berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). 
2. Jaminan Kredit Perusahaan. 
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Jaminan kredit yang digunakan dalam pengambilan kredit di PD 
BPR BKK Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut: 
a. BPKB kendaraan. 
b. Sertifikat tanah 
3. Unit Organisasi Yang Terkait  Dalam SIA Pemberian Kredit Perusahaan. 
Unit organisasi yang terkait dalam prosedur pemberian kredit pada 
PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar adalah sebagai 
berikut: 
a. Bagian Kredit 
1) Menerima surat permohonan kredit dari nasabah. 
2) Menyiapkan perjanjian kredit dan memintakan tanda tangan 
pimpinan. 
3) Mencatat data calon nasabah pada buku register permohonan dan 
realisasi pinjaman. 
4) Menyiapkan administrasi kredit. 
5) Mengarsipkan dokumen permohonan kredit. 
6) Bagian kredit memeriksa dokumen permohonan kredit beserta 
identitas lainnya dari nasabah dan memverifikasi dokumen yang 
diterima tersebut. 
7) Melakukan analisis terhadap kredit. 
8) Membuat laporan pemeriksaan dan analisis kredit dari calon 
nasabah, serta menyerahkan kepada pimpinan disertai dengan 
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dokumen-dokumen perjanjian kredit dan kelengkapan data 
nasabah. 
b. Pimpinan. 
1) Menerima dokumen dari bagian kredit berupa laporan hasil 
pemeriksaan dan analisis kredit calon nasabah dari bagian kredit 
beserta formulir permohonan kredit. 
2) Memverifikasi kebenaran data calon yang terdapat dalam 
permohonan kredit. 
3) Memberikan persetujuan dengan menandatangani permohonan 
kredit. 
4) Menyerahkan kembali berkas permohonan kredit ke bagian 
kredit. 
c. Bagian Kasir 
1) Menerima dokumen BPgU, BPnU, dan KPN dari bagian kredit. 
2) Memverifikasi dokumen yang diterima tersebut. 
3) Menyerahkan uang sesuai dengan jumlah yang tertera dalam 
BPgU. 
4) Menyerahkan BPgU, dan BPnU ke bagian pembukuan 
d. Bagian Pembukuan 
1) Menerima BPgU dan BPnU  dari bagian kasir. 
2) Memeriksa BPgU dan BPnU. 
3) Mencatat transaksi pencairan kredit ke jurnal. 
4) Memposting ke dalam buku besar. 
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5) Mengarsipkan dokumen BPgU dan BPnU. 
Unit organisasi yang terkait dalam prosedur angsuran pinjaman 
pada PD BPR BKK Kabupaten Karanganyar adalah: 
a Bagian Kredit. 
1) Membuat DTK dan mengirimkan pada bendahara dinas terkait 
dengan nasabah yang mengajukan kredit, serta menyiapkan KPJ 
untuk kredit pasar dan umum. 
2) Menerima uang angsuran dari bendahara dinas terkait dengan 
nasabah yang mengajukan kredit serta menerima uang dari 
nasabah kredit pasar dan umum. 
3) Mencocokkan uang dengan DTK dan KPJ. 
4) Menyetorkan uang ke sub bagian kasir dengan BSP. 
b. Bagian kasir menerima uang dan bukti pendukungnya. 
c. Bagian pembukuan menerima BSP lembar 2 dan bukti lainnya untuk 
dibuatkan rekapitulasi kas, mutasi kas, dan jurnal. 
d. Pimpinan bertugas mengotorisasi semua bukti dan catatan akuntansi 
yang berhubungan dengan penerimaan uang dari nasabah. 
4. Dokumen yang Digunakan dalam SIA Pemberian Kredit Perusahaan. 
Dokumen yang digunakan dalam SIA pemberian kredit pada PD 
BPR BKK Mojogedang adalah sebagai berikut: 
a. Surat Permohonan Kredit (SPK) berisikan tentang data calon nasabah 
yang diisi oleh calon nasabah dan akan dicek ulang oleh bagian 
kredit. Bentuk dari SPK dapat di lihat pada lampiran 5 (hal.110-111). 
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b. Pembahasan Kredit (PBK) adalah laporan penilaian terhadap identitas 
pemohon, riwayat hubungan bisnis dengan bank, karakter nasabah, 
prospek usaha, dan penilaian barang jaminan serta memberikan 
persetujuan diterima atau tidak permohonan kredit nasabah. Bentuk 
dari PBK dapat dilihat pada lampiran 6 (hal.112-113). 
c. Perjanjian Kredit (PJK) adalah Surat perjanjian antara nasabah 
dengan pihak bank yang berisikan  pemotongan biaya provisi dan 
administrasi serta perjanjian kredit lainnya. Bentuk dari PJK dapat 
dilihat pada lampiran 7 (hal.114-116). 
d. Surat Kuasa Menjual (SKM) yaitu surat kuasa untuk menjual barang-
barang jaminan apabila nasabah tidak bisa melunasi pinjamannya. 
Bentuk dari SKM dapat dilihat pada lampiran 8 (hal.117). 
e. Kitir Pinjaman (KPN) adalah bukti yang digunakan bank untuk 
mencatat penerimaan angsuran dari nasabah. Bentuk KPN dapat 
dilihat pada lampiran 9 (hal.118). 
f. Bukti Pengeluaran Umum (BPgU) adalah bukti untuk pencairan 
kredit. Bentuk dari BPgU dapat dilihat dalam lampiran 10 (hal.119). 
g. Bukti penerimaan Umum (BPnU) adalah bukti yang digunakan untuk 
mencatat penerimaan dari biaya provisi dan administrasi. Bentuk dari 
BPnU dapat dilihat pada lampiran 10 (hal.119). 
h. Bukti Setoran Pinjaman (BSP) adalah bukti yang digunakan  nasabah 
untuk menyetor uang ke bank dalam mengangsur pinjaman. Bentuk 
dari BSP dapat dilihat pada lampiran 11 (hal.120) 
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i. Bukti Tanda Terima Jaminan (BTTJ) adalah bukti yang digunakan 
untuk mencatat barang-barang yang menjadi jaminan hutang yang 
diserahkan kepada Bank. Bentuk dari BTTJ ada dalam lampiran 4 
(hal.109). 
j. Kartu pinjaman (KPJ) adalah bukti yang digunakan oleh bank dalam 
memonitor angsuran pinjaman dan sebagai pembanding  dengan 
KPN. Bentuk dari KPJ dapat dilihat pada lampiran 18  (hal.127) 
5. Catatan Akuntansi yang Digunakan dalam SIA Pemberian Kredit 
Perusahaan. 
Catatan akuntansi yang digunakan dalam SIA pemberian kredit 
pada PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar adalah : 
a. Rekapitulasi Mutasi Harian Pinjaman (RMHP) adalah catatan yang 
digunakan untuk merekap mutasi kas harian yang berasal dari 
pinjaman yaitu bukti  penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi 
pada periode tertentu. Bentuk dari RMHP  ada dalam lampiran 13 
(hal.122). 
b. Mutasi transaksi kas/Bank (MTK) adalah catatan yang digunakan 
untuk mencatat  penerimaan dan pengeluaran kas. Bentuk dari MTK 
ada dalam lampiran 16 (hal.125). 
c. Jurnal adalah catatan yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan 
meringkas data keuangan dan data lainnya. Bentuk dari Jurnal ada 
dalam lampiran 14 (hal.123). 
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d. Daftar Nominatif Pinjaman (DNP) adalah dokumen yang digunakan 
untuk mencatat angsuran pinjaman dan perkembangan nasabah dalam 
melunasi pinjaman. Bentuk dari DNP ada dalam lampiran 15 
(hal.124). 
6. Sistem Otorisasi Dalam Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit 
Perusahaan. 
Setiap transaksi harus diotorisasi dengan pantas kalau 
pengendalian ingin memuaskan. Otorisasi dapat berbentuk umum atau 
khusus. Otorisasi umum  adalah kebijakan manajemen bagi organisasi 
untuk ditaati Bawahan di instruksikan untuk menerapkan otorisasi umum 
ini dengan cara menyetujui seluruh transaksi dalam batas yang ditentukan 
oleh kebijakan. Sedangkan otorisasi khusus dilakukan terhadap transaksi 
individual.  
Jika sistem otorisasi  perusahaan dilaksanakan dengan baik dan 
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka kekayaan perusahaan 
akan terjamin keamanannya dan data akuntansi yang dicatat terjamin 
ketelitian dan keandalannya. 
Dalam transaksi pemberian kredit, PD BPR BKK Mojogedang 
Kabupaten karanganyar menerapkan sistem otorisasi sebagai berikut: 
a. Permohonan kredit dari nasabah di otorisasi Bagian Kredit dan 
Pimpinan sesuai dengan  besarnya  pinjaman untuk seluruh nasabah  
yaitu kredit diatas Rp 1.000.000,00 diotorisasi oleh Pimpinan 
 
 
79 
diketahui oleh Badan Pengawas dan Rp 500.000,00 - Rp 1.000.000,00 
diotorisasi oleh bagian kredit. 
b. Pencairan kredit dan penyerahan uang diotorisasi oleh pimpinan dan 
penerima (peminjam) dengan cara menandatangani BPgU. 
c. Penerimaan angsuran kredit diotorisasi oleh bagian kredit, kasir dan 
penyetor dengan cara menandatangani BSP. 
d. Pencatatan ke dalam buku rekapitulasi mutasi harian pinjaman di 
otorisasi oleh bagian kredit dan pimpinan. 
e. Pencatatan ke dalam jurnal diotorisasi oleh bagian pembukuan dan 
pimpinan. 
7. Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit Perusahaan 
a. Prosedur Pemberian Kredit Perusahaan. 
Prosedur pemberian kredit perusahaan pada PD BPR BKK 
Mojogedang kabupaten Karanganyar  sesuai dengan jenis kreditnya 
yaitu sebagai berikut: 
1) Kredit Umum dan Kredit Pasar 
a) Pertama-tama pemohon mengajukan surat permohonan 
kredit yang telah ditandatangani oleh kepala desa/lurah asal 
pemohon. Kemudian dilakukan tanya jawab oleh bagian 
kredit, jika dimungkinkan bisa diproses pemohon diminta 
untuk mengisi formulir SPK yang telah disediakan oleh 
bagian kredit yang isinya mengenai data nasabah, jumlah 
pinjaman yang diminta, untuk keperluan apa permohonan 
kredit tersebut dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 
pemohon. Setelah SPK ditandatangani oleh kepala desa atau 
pejabat setempat SPK dikembalikan ke bagian kredit. 
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Kemudian bagian kredit melakukan Survey atau pengecekan 
kondisi calon debitur. Setelah dianalisis hasil survey dan 
pengecekan terhadap calon debitur dilaporkan dalam PBK. 
b) SPK dan PBK dengan dilampiri surat pengantar kepala 
desa/lurah, surat kuasa, surat pelimpahan, foto copy KTP, 
sertipikat tanah/BPKB/Ijin kios dan jika ada foto copy 
NPWP, ijin usaha dan ijin HO, diserahkan kepada pimpinan 
untuk diotorisasi dan pimpinan dapat mempertimbangkan 
apakah pinjaman dapat direalisasi atau tidak serta berapa 
besar pinjaman yang akan direalisasi. Kemudian 
dikembalikan kepada bagian kredit untuk dibuatkan, BPgU, 
BPnU, KPN, KPJ dan bukti tanda terima jaminan (BTTJ) 
yang telah dicatat dalam buku register permohonan dan 
realisasi pinjaman, semua kelengkapan syarat pemohon 
kredit dikoreksi dan diotorisasi  oleh bagian kredit. 
c) Berdasarkan hasil pembahasan tersebut pimpinan mengambil 
keputusan terakhir mengenai permohonan pinjaman nasabah. 
Permohonan pinjaman yang disetujui oleh pemimpin 
diberitahukan kepada calon debitur. Penegasan persetujuan 
ditandai dengan bukti tanda tangan pimpinan, bagian kredit 
dan camat selaku badan pegawas pada formulir pembahasan 
kredit. 
d) Sub bagian kasir menerima BPgU, BPnU dan KPN dari 
bagian kredit sebagai bukti pencairan uang dan menyerahkan 
uang beserta KPN kepada nasabah. Kemudian BPgU dan 
BPnU diserahkan ke bagian pembukuan. 
e) Bagian pembukuan menerima BPgU dan BPnU dari bagian 
kasir, kemudian mencatatnya dalam rekapitulasi kas, mutasi 
kas dan jurnal. Setelah itu diarsipkan. 
2) Kredit Pegawai 
 
 
81 
a) Pertama-tama pemohon mengajukan permohonan kredit dan 
mengisi formulir yang telah disediakan oleh bagian kredit 
yang isinya mengenai data nasabah, jumlah pinjaman yang 
di minta dan untuk keperluan apa. Kemudian pemohon 
diminta untuk melengkapi syarat-syarat permohonan kredit 
yaitu surat kuasa, surat pernyataan juru bayar, daftar rincian 
penerimaan gaji dan syarat lainnya. Kemudian SPK tersebut 
dikembalikan ke bagian kredit beserta persyaratan lainnya 
yang telah ditandatangani juru bayar/bendahara dan kepala 
dinas/instansi yang bersangkutan. Lalu bagian kredit 
melakukan pengecekan kondisi calon debitur dan 
menganalisis permohonan pinjaman dengan besarnya gaji 
untuk angsuran. 
b) SPK beserta persyaratannya diserahkan kepada pimpinan 
untuk diotorisasi dan pimpinan dapat mempertimbangkan 
apakah pinjaman dapat direalisasi atau tidak, setelah 
diperhitungkan segala sesuatunya maka pimpinan dapat 
memutuskan pemberian kredit yang meliputi plafon 
pinjaman, jangka waktu dan besarnya bunga pinjaman. 
Kemudian dikembalikan kebagian kredit untuk dibuatkan, 
perjanjian kredit, BPgU, BPnU, kitir pinjaman dan kartu 
pinjaman. Setelah itu dicatat pada buku register permohonan 
dan realisasi pinjaman yang diberikan, apabila nasabah 
memberi tambahan jaminan maka dibuatkan pula berita 
acara serah terima  jaminan, dicatat dalam register barang 
jaminan, dan surat kuasa menjual. 
c) Sub bagian kasir menerima BPgU, BPnU, sebagai bukti 
pencairan uang dan menyerahkan bukti-bukti tersebut ke 
bagian pembukuan. 
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d) Bagian pembukuan menerima BPgU, BPnU dari bagian 
kasir. Kemudian mencatatnya dalam rekapitulasi kas, mutasi 
transaksi kas dan jurnal. 
b. Prosedur Angsuran Pinjaman perusahaan. 
Dalam prosedur angsuran pinjaman dokumen-dokumen yang 
digunakan adalah SPK, KPN dipakai sebagai kartu angsuran bagi 
nasabah, KPJ digunakan untuk memonitor dan pembanding KPN oleh 
bank, dan BSP. Prosedur angsuran pinjaman pada PD BPR BKK 
Mojogedang Kabupaten Boyolali adalah penagihan aktif yaitu  
dengan cara melakukan pemotongan lewat bendahara instansi terkait. 
Besarnya pemotongan sebagai angsuran pinjamannya sesuai dengan 
pernyataan debitur pada saat perjanjian kredit. Prosedur  angsuran 
pinjaman dari nasabah berbeda-beda sesuai dengan jenis kreditnya 
yaitu: 
1) Kredit Umum. 
a) Peminjam (debitur) membawa kitir pinjaman kepada bagian 
angsuran, kemudian bagian angsuran mencocokkan kitir 
pinjaman dengan kartu pinjaman. Lalu bagian angsuran 
membuat BSP rangkap 3. 
b) Bagian kasir menerima uang beserta dokumen pendukung 
dari bagian kredit. BSP lembar 1 untuk nasabah, lembar 2 
untuk bagian pembukuan dan lembar 3 untuk bagian kredit. 
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c) Bagian pembukuan melakukan pencatatan transaksi tersebut 
ke dalam rekapitulasi kas, mutasi kas, jurnal, dan 
mengarsipkan bukti tersebut.  
2) Kredit Pasar. 
a) Petugas angsuran mempersiapkan data nasabah yang akan 
dikunjungi kemudian petugas mendatangi debitur untuk 
menagih angsuran dengan membawa BSP dan kartu 
pinjaman. 
b) Nasabah menyerahkan uang dan kitir pinjaman. 
c) Petugas mencocokkan kitir pinjaman dan kartu pinjaman, 
setelah itu petugas membuat BSP rangkap 3 dan mencatat 
angsuran dalam kitir pinjaman dan kartu pinjaman. 
d) Sub bagian kasir menerima uang beserta dokumen 
pendukung dari bagian kredit. BSP lembar 1 untuk nasabah, 
lembar 2 untuk bagian pembukuan dan lembar 3 untuk 
bagian kredit. 
e) Bagian pembukuan melakukan pencatatan transaksi tersebut 
ke dalam rekapitulasi kas, mutasi kas, jurnal, dan 
mengarsipkan bukti tersebut.  
3) Kredit Pegawai. 
a) Setiap bulan sekali petugas angsuran membuat DTK sesuai 
dengan kartu pinjaman yang telah diarsipkan sementara, 
petugas angsuran menyerahkan DTK kepada bendahara gaji 
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sebelum penerimaan gaji, atas dasar DTK bendahara 
melakukan potongan terhadap gaji pegawai yang mempunyai 
pinjaman ke bank. 
b) Berdasarkan uang yang diterima dari bendahara, bagian  
membuat BSP rangkap 3, dan menyetorkan kas masuk atas 
angsuran pada sub bagian kasir. 
c) Bagian kasir menerima uang beserta dokumen pendukung 
dari bagian kredit, BSP lembar 1 untuk nasabah, lembar 2 
untuk bagian pembukuan dan lembar 3 untuk bagian kredit. 
d) Bagian pembukuan melakukan pencatatan transaksi tersebut 
ke dalam rekapitulasi kas, mutasi kas, jurnal, dan 
mengarsipkan bukti tersebut. 
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BAB IV 
ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  
PEMBERIAN KREDIT PERUSAHAAN 
 
A. Analisis Terhadap Struktur Organisasi Perusahaan. 
Struktur organisasi suatu satuan usaha membatasi garis tanggungjawab 
dan wewenang yang ada dan menghubungkan garis arus komunikasi. Dan dari 
struktur organisasi tersebut kita bisa mempelajari manajemen dan elemen 
fungsional usaha dan menaksir bagaimana kebijakan dan prosedur yang 
berhubungan dengan SIA pemberian kredit. Struktur organisasi pada PD BPR 
BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar sudah mencerminkan pembagian 
tanggung jawab yang telah dilakukan oleh lebih dari satu bagian serta dalam 
melaksanakan aktivitas telah terdapat pemisahan tugas, wewenang dan 
tanggung jawab yang jelas tetapi gambarnya salah. Usulan Gambar yang 
benar dapat dilihat pada lampiran 19 (hal.128) atau bentuk gambar alternatif 
yang lain pada lampiran 19 lanjutan (hal.129).  
Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan 
prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik 
jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam 
pelaksanaannya. Adapun  cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan 
dalam menciptakan praktik yang sehat adalah: 
a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 
dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Karena formulir 
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merupakan alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi, 
maka pengendalian pemakaiannya dengan menggunakan nomor urut 
tercetak, akan dapat menetapkan pertanggungjawaban terlaksananya 
transaksi 
b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit). Pemeriksaan mendadak 
dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang 
diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Dalam PD BPR BKK 
Mojogedang Kabupaten Karanganyar hal ini akan mendorong karyawan 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan. 
c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu 
orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau 
unit organisasi lain. Setiap transaksi yang dilaksanakan bagian-bagian 
pada PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar dengan campur 
tangan pihak lain atau bagian yang terkait dengan transaksi tersebut, 
sehingga terjadi internal check terhadap pelaksanaan tugas setiap bagian 
organisasi yang terkait, maka setiap bagian akan melaksanakan praktik 
yang sehat dalam melaksanakan tugasnya. 
d. Perputaran jabatan (job rotation). Perputaran jabatan yang dilakukan pada 
PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar yang diadakan 
secara rutin dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan 
tugasnya, sehingga kolusi di antara mereka dapat dihindarkan. 
e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan PD 
BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar yang merupakan kunci 
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perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. Selama cuti 
jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan untuk sementara oleh 
pejabat lain, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam bagian yang 
bersangkutan, diharapkan dapat diungkapkan oleh pejabat yang 
menggantikan untuk sementara tersebut. 
f. Secara periodik diadakan pencocokkan fisik kekayaan dengan catatannya. 
Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan 
keandalan catatan akuntansinya, Pada PD BPR BKK Mojogedang 
kabupaten karanganyar telah diadakan pencocokan atau rekonsiliasi 
antara kekayaan secara fisik dengan catatan akuntansi yang bersangkutan 
dengan kekayaan tersebut yaitu secara periodik telah diadakan 
perhitungan kas (cash count) dan perhitunga aktiva tetap. 
g. PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar telah dibentuk suatu 
bagian yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan intern. Agar 
berjalan dengan baik, maka satuan pengawas intern ini harus tidak 
melaksanakan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi, 
serta bertanggungjawab langsung kepada pimpinan. Dengan adanya 
Satuan Pengawas Intern akan menjamin efektivitas unsur-unsur SPI, 
sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data 
akuntansi akan terjamin ketelitian dan keandalannya. 
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B. Analisis Terhadap Unit Organisasi Yang Terkait Dalam Sistem 
Informasi Akuntansi Pemberian Kredit Perusahaan. 
Unit organisasi yang terkait dalam SIA pemberian kredit pada PD BPR 
BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar terdiri dari Bagian Kredit, 
Pimpinan, Bagian Kasir, dan Bagian Pembukuan baik prosedur permohonan 
kredit maupun prosedur pinjaman. Analisis penulis terhadap unit organisasi 
yang terkait tersebut adalah SIA pemberian kredit pada PD BPR BKK 
Mojogedang Kabupaten Karanganyar sudah dilaksanakan oleh lebih dari satu 
bagian yaitu Bagian Kredit, Pimpinan, Bagian Kasir, dan bagian Pembukuan. 
Bagian-bagian tersebut sudah melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai 
dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam analisis terhadap organisasi 
yang terkait dengan prosedur angsuran pinjaman adalah petugas angsuran 
masih melakukan dua tugas yaitu menerima uang dari nasabah dan membuat 
DTK yang diserahkan kepada bendahara instansi terkait dengan memotong 
gaji para pegawai yang mempunyai pinjaman kepada bank. Dengan adanya 
perangkapan tugas ini dapat mengakibatkan adanya pengubahan catatan 
akuntansi pada DTK dengan jumlah uang yang diterima tidak sama. 
Dari analisis mengenai unit organisasi yang terkait dengan SIA 
pemberian kredit di atas, penulis menyarankan perbaikan sebagai berikut: 
a. Sebaiknya petugas angsuran (bagian kredit) hanya bertugas membuat 
DTK kemudian diserahkan kepada bagian tersendiri. Dengan demikian 
perlu ditambah satu unit organisasi yang terkait dengan prosedur angsuran 
pinjaman yaitu Bagian Penagihan. Dengan adanya penambahan satu 
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bagian  tersebut maka tidak ada lagi bagian yang mempunyai tugas dan 
fungsi ganda dalam melaksanakan transaksi, yang bisa berakibat adanya 
manipulasi data. 
b. Sebaiknya yang bertugas untuk melaksanakan usaha penarikan kembali 
kredit beserta bunganya dari nasabah yaitu bagian penagihan. 
 
C. Analisis Terhadap Dokumen Yang Digunakan Dalam Sistem Informasi 
Akuntansi Pemberian Kredit Perusahaan. 
PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar mempunyai 
dokumen-dokumen yang digunakan dalam SIA pemberian kredit yaitu: SPK, 
SKM, PBK, BTTJ, PJK, BPgU, BPnU, BSP, KPN dan KPJ. Analisis penulis 
terhadap dokumen yang digunakan dalam SIA pemberian kredit tersebut 
adalah sebagai berikut. 
1. SPK berisi informasi mengenai identitas nasabah, jumlah pinjaman yang 
diambil nasabah, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, sumber 
pengendalian kredit dan dicantumkan syarat-syarat pendukung yang 
digunakan dalam pengambilan kredit. Dalam SPK sudah bernomor urut 
tercetak yang nantinya digunakan untuk pengarsipan berkas-berkas kredit 
pada bagian kredit dan penggunaan formulir permohonan kredit ini 
penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.  
2. SKM memuat informasi mengenai identitas nasabah dan pernyataan 
nasabah yang memberikan kuasa penuh kepada bank untuk menyita dan 
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menjual barang jaminan yang telah dijaminkan jika nasabah tidak dapat 
memenuhi kewajiban membayar pinjaman.  
3. Dalam PBK sudah memuat informasi mengenai identitas nasabah, hasil 
analisa karakter nasabah, hasil usaha nasabah, barang jaminan yang 
dijaminkan dan analisanya, hasil usaha sampingan  dan usulan 
pengusulan sistem kredit plafond kredit, jangka waktu, provisi, suku 
bunga, jaminan dan akad kredit dari bagian kredit. BPK Sudah bernomor 
urut tercetak dan sudah diotorisasi oleh bagian kredit sebagai pemeriksa 
dan jika PBK disetujui maka diotorisasi oleh Camat Mojogedang selaku 
badan pengawas dan pimpinan. Pembahasan kredit pada PD BPR BKK 
Mojogedang Kabupaten Karanganyar telah memuat informasi yang harus  
dianalisis dan dievaluasi dalam pemberian kredit. 
4. PJK berisi informasi mengenai nomor bukti, tanggal keputusan kredit, 
plafon kredit, jenis kredit, besarnya bunga, provisi kredit atau 
commitment fee, pembayaran administrasi, sanksi-sanksi keterlambatan 
pembayaran kredit, barang jaminan yang diserahkan kepada bank sebagai 
jaminan kredit, tempat pembayaran, tujuan penggunaan kredit dan PJK 
ditandatangani oleh pihak bank, penanggung dan nasabah. PJK sudah 
bernomor urut tercetak, tetapi belum dibahas mengenai asuransi barang 
jaminan yang bisa menjamin keselamatan barang jaminan yang 
diserahkan nasabah dan belum ada ketentuan apakah PJK ini harus 
ditandatangani diatas kertas bermaterai. 
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5. BTTJ memuat informasi mengenai identitas nasabah yang menyerahkan 
barang jaminan dan jenis barang jaminan yang diserahkan. BTTJ sudah 
terdapat tandatangan pimpinan dan bagian kredit serta sudah bernomor 
urut tercetak yang nantinya digunakan dalam pengajuan berkas-berkas 
kredit pada Bagian Kredit. 
6. KPN berisi informasi mengenai identitas nasabah, Nomor dan tanggal 
keputusan kredit, plafon kredit, hari bayar, No. Bukti, jangka waktu, jatuh 
tempo, angsuran pokok dan bunga, sisa pinjaman (sudo) dan paraf dari 
petugas. Serta berisi informasi-informasi potongan. KPN belum bernomor 
urut tercetak yang dapat menjamin pertanggungjawaban penggunaannya. 
7. KPJ berisi informasi mengenai identitas nasabah, Nomor dan tanggal 
kredit, jangka waktu, tanggal jatuh tempo, pinjaman ke, hari bayar, 
plafond, bunga, provisi, sistem angsuran, sektor ekonomi, golongan 
debitur, angsuran (pokok dan bunga), jaminan dan taksiran, No. urut, 
harus bayar tanggal, tanggal bayar, angsuran, sangsi, sisa pokok, 
tunggakan pokok, paraf petugas dan keterangan. KPJ belum bernomor 
urut tercetak. 
8. BPnU berisi informasi mengenai jumlah uang yang telah diterima, provisi 
dan administrasi. BPnU sudah bernomor urut tercetak dan telah 
diotorisasi oleh kasir dan nasabah. 
9. BPgU berisi informasi mengenai identitas nasabah, jumlah uang yang 
dibayarkan untuk pencairan pinjaman, realisasi pinjaman dan angsuran 
 
 
92 
pinjaman pada instansi lain. BPgU sudah bernomor urut tercetak dan 
sudah diotorisasi oleh pimpinan dan penerima. 
10. BSP berisi informasi mengenai identitas nasabah, jumlah uang yang 
diterima dari angsuran pokok, bunga, sangsi dan simpanan. BSP sudah 
bernomor urut tercetak dan telah diotorisasi oleh bagian kredit, kasir dan 
nasabah. 
Dari analisis di atas dokumen yang diusulkan dalam SIA pemberian 
kredit adalah sebagai berikut: 
a. Sebaiknya KPJ dan KPN bernomor urut tercetak yang dapat digunakan 
untuk pengendalian atas hilangnya dokumen dan sebagai alat bantu 
penempatan dokumen jika diperlukan di kemudian hari serta agar 
penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Usulan KPN dapat dilihat 
pada lampiran 25 (hal.150) dan usulan KPJ pada lampiran 26 (hal.151). 
b. Sebaiknya PJK membahas mengenai jaminan keselamatan terhadap 
barang yang telah dijaminkan oleh nasabah misalnya asuransi barang 
jaminan yang bisa menjamin keselamatan barang jaminan yang 
diserahkan nasabah serta sebaiknya PJK ditandatangani di atas materai 
karena apabila PJK ditandatangani di atas materai maka kekuatan 
hukumnya lebih kuat. Usulan PJK dapat dilihat pada lampiran 24 
(hal.146-149). 
c. SKM sebaiknya berisikan pernyataan dari nasabah mengenai barang 
jaminan yang diserahkan beserta buktinya. Usulan SKM dapat dilihat 
pada lampiran 27 (hal.152). 
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Dokumen-dokumen yang memadai merupakan unsur yang sangat 
penting dalam pengendalian intern,  yaitu untuk memberikan keyakinan 
memadai bahwa aktiva dikendalikan dengan pantas dan seluruh transaksi 
dicatat dengan benar serta jika dokumennya sudah memadai dan digunakan 
dengan benar maka tujuan Bank dapat tercapai dengan baik. Dokumen 
merupakan objek fisik dimana transaksi di jurnal, dibukukan, dijumlahkan. 
Dokumen-dokumen yang digunakan harus konsisten atau tidak berubah-rubah 
agar dapat menjamin ketepatan yang wajar di semua harta atau kekayaan 
dapat diawasi sebagaimana mestinya dan semua transaksi di jurnal, dibukukan 
dan dilaporkan dengan benar. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak 
yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 
Pada PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar telah menggunakan 
formulir bernomor urut tercetak tetapi belum semuanya. 
 
D. Analisis Terhadap Catatan Akuntansi Yang Digunakan Dalam Sistem 
Informasi Akuntansi Pemberian Kredit Perusahaan. 
Catatan akuntansi yang digunakan dalam SIA pemberian kredit pada 
PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar adalah  MTK, RKMHP, 
Jurnal DTK dan DNP. Analisis dari catatan akuntansi yang digunakan dalam 
SIA pemberian kredit perusahaan adalah sebagai berikut: 
1. MTK adalah catatan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran dan 
penerimaan yang terjadi pada periode tertentu. Pada PD BPR BKK 
Mojogedang Kabupaten karanganyar menggunakan mutasi kas untuk 
 
 
94 
mencatat semua transaksi yang terjadi pada periode tertentu. Format dari 
mutasi kas berisi nomor perkiraan, nama perkiraan, saldo awal (debit dan 
kredit), mutasi (debet dan kredit), jumlah mutasi (debet dan kredit) dan 
saldo akhir.   
2. RK adalah catatan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan 
pengeluaran kas dari pinjaman. RK pada PD BPR BKK Mojogedang 
Kabupaten Karanganyar khusus untuk pinjaman dicatat dalam RKMHP 
digunakan bagian pembukuan untuk mencatat rekap kas setiap hari dari 
pinjaman setelah dibuatkan mutasi kas harian. RKMHP belum terdapat 
kolom tanggal, tanggal masih berada diatas kolom, nomor bukti, nomor 
perkiraan dan nama perkiraan. Formatnya masih berbentuk laporan biasa 
belum berbentuk kolom. Serta Dalam RKMHP belum dipisahkan antara 
rekapitulasi uang yang masuk dengan rekapitulasi uang yang keluar 
sehingga memudahkan dalam pencatatannya. 
3. Jurnal adalah catatan yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan 
meringkas data keuangan dan data lainnya. Pada PD BPR BKK 
Mojogedang Kabupaten Karanganyar jurnal digunakan untuk mencatat 
transaksi yang terjadi pada periode tertentu yang menyangkut penerimaan 
dan pengeluaran kas. Dalam jurnal sudah terdapat Nomor perkiraan, nama 
perkiraan, debit dan kredit. Jurnal ini masih di pertahankan sebagai jurnal 
umum untuk mencatat transaksi  penyaluran dana berbentuk kredit kepada 
nasabah. Jurnal yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan 
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pengeluaran kas belum dibuat sendiri-sendiri. Dan nomor serta tanggal 
belum dibuat dalam kolom tetapi masih diatas kolom. 
4. DNP atau SLP adalah catatan yang digunakan untuk mencatat angsuran 
pinjaman dan perkembangan nasabah dalam melunasi pinjaman. DNP 
atau SLP pada PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar 
berisikan identitas nasabah, tanggal dan no. perjanjian kredit, tanggal 
jatuh tempo, plafond atau angsuran pinjaman dan sisa pinjaman. catatan 
ini digunakan bank untuk mengetahui perkembangan nasabah apakah 
lancar dalam melunasi atau tidak. 
5. DTK adalah daftar potongan angsuran yang diberikan kepada bendahara 
dinas yang terkait dimana nasabah atau debitur bekerja untuk memotong 
gaji nasabah tersebut serta sebagai bukti besarnya angsuran yang harus 
dibayar kepada bank. Pada PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar DTK berisi informasi mengenai nasabah, jangka waktu 
pinjaman, sisa pinjaman bulan lalu, besarnya tunggakan angsuran, 
angsuran ke berapa, pokok pinjaman, bunga pinjaman, simpanan dan total 
angsuran dengan begitu mudah dalam pencocokkan secara independen 
antara uang angsuran dan bukti pendukungnya. 
6. Sistem pencatatan pada PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar masih menerapkan sistem cash basis.   
Dari analisis di atas, maka catatan yang diusulkan dalam SIA 
pemberian kredit adalah sebagai berikut: 
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1. Sebaiknya RKMHP dibuat dalam format berbentuk kolom dan bernomor 
urut tercetak serta dipisahkan antara RKM dengan RKK. Jika Formatnya 
berbentuk kolom maka akan lebih efisien dalam pembuatannya dan 
hubungan antar dokumen sumber tertentu sehingga pertanggungjawaban 
kebenaran informasinya dapat ditentukan atau ditelusur  dengan cepat. 
Usulan RKM dapat dilihat pada lampiran 22 (hal.144)  dan RKK dapat 
dilihat pada lampiran 23 (hal.145). 
2. Sebaiknya jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran 
kas dengan penerimaan kas haruslah terpisah untuk memudahkan dalam 
pencocokan antara bagian-bagian yang terkait dengan pemberian kredit 
yaitu sub bagian Kasir dengan bagian pembukuan, maka penulis 
mengusulkan perlu dibuat  jurnal penerimaan kas (JPnK) dan jurnal 
pengeluaran kas (JPgK) alasan kenapa sebaiknya  jurnal umum harus 
dipisahkan yaitu untuk dapat mengumpulkan dan menggolongkan 
transaksi yang sama yang frekuensi terjadinya tinggi, untuk mengurangi 
pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan 
transaksi yang dicatat, untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan 
transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang dan untuk 
menciptakan pengendalian intern. Usulan JPnK dapat dilihat pada 
lampiran 29 (hal.154) sedangkan usulan JPgK pada lampiran 30 (hal.155). 
3. DTK sebaiknya ada tanda tangan bagian penagihan, bendahara, sub 
bagian kasir dan pimpinan sehingga kalau ada kesalahan catatan bisa 
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dilacak kebenarannya dan mencegah terjadinya penyalahgunaan uang 
milik nasabah. Usulan DTK dapat dilihat pada lampiran  28 (hal.153). 
4. Sebaiknya sistem pencatatan menggunakan akrual basis yaitu (sistem 
pencatatan yang mengakui pendapatan dan pengeluaran tanpa 
memandang apakah kas sudah diterima atau sudah dikeluarkan) karena 
sistem pencatatan berbasis akrual dapat menghasilkan laporan keuangan 
yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk 
pengambilan keputusan serta pengukuran kinerja. 
Secara periodik diadakan pencocokan  fisik kekayaan dengan 
catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan 
keandalan catatan akuntansinya PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar melakukannya secara periodik yaitu setiap nomor urut realisasi 
penyaluran kredit. Dalam hal keamanan kekayaan perusahaan belum 
diasuransikan, sehingga tidak dapat menjamin keamanan kekayaan 
perusahaan. 
 
E. Analisis Terhadap Sistem Otorisasi Dalam Sistem Informasi Akuntansi 
Pemberian Kredit Perusahaan. 
Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dapat memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan Biaya. 
Oleh sebab itu di dalam organisasi setiap transaksi hanya bisa dilaksanakan 
atau terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk 
menyetujui transaksi tersebut. Mengingat pentingnya otorisasi dalam 
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menjalankan operasi perusahaan maka dalam sebuah organisasi harus dibuat 
sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas 
terlaksananya setiap transaksi. Pada PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar telah mengadakan pencatatan atas transaksi, setiap sub bagian 
tidak bertugas mencatat transaksi dari data aslinya melainkan copiannya 
sehingga dalam pembukuannya ke dalam rekening buku besar yang 
bersangkutan menggunakan bukti copian. Dengan cara memisahkan tugas 
pencatatan tersebut maka bagian yang satu dapat saling mengontrol bagian 
yang lain secara otomatis, sehingga terciptanya perlindungan yang baik 
terhadap kekayaan, uang, pendapatan dan biaya perusahaan. 
Dengan adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang 
memadai terhadap aktivitas bank maka perlu adanya prosedur otorisasi yang 
harus layak, artinya perlu adanya pemisahan petugas otorisasi transaksi 
dengan petugas penyimpanan dan pengeluaran kas. Pada PD BPR BKK 
Mojogedang antara tugas otorisasi dengan tugas penyimpanan harta sudah 
terdapat adanya pemisahan fungsi yaitu: 
1. Bagian kredit hanya akan membuat dokumen-dokumen jika pengajuan 
kredit dari debitur mendapat persetujuan dan otorisasi dari pimpinan 
tersebut berdasarkan pada data-data calon debitur yang dapat dipercaya 
maka akan mengurangi terjandinya kecurangan. 
2. Sub bagian kasir yang bertugas memegang uang hanya mengeluarkan kas 
untuk memberikan kredit  kepada debitur apabila adanya otorisasi dari 
Pimpinan. Otorisasi tersebut berupa penyerahan dokumen berupa KPN, 
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KPJ, BPgU yang telah ditandatangani oleh pimpinan dan BPnU dari 
bagian kredit. 
Analisis penulis terhadap otorisasi dalam SIA Pemberian Kredit pada 
PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar, DTK hanya 
ditandatangani oleh bagian kredit dan KPN belum diotorisasi oleh bagian 
kasir dan pimpinan, dari kelemahan ini penulis mengusulkan DTK sebaiknya 
ditandatangani Juga oleh Pimpinan, Bendahara,  sehingga jika ada kesalahan 
catatan bisa dilacak kebenarannya dan mencegah terjadinya penyalahgunaan 
uang milik nasabah, serta KPN sebaiknya ditandatangani oleh Kasir dan 
pimpinan. 
 
F. Analisis terhadap Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Pemberian 
Kredit Perusahaan. 
1. Analisis terhadap Prosedur Permohonan Kredit Perusahaan. 
Prosedur permohonan kredit pada PD BPR BKK Mojogedang 
Kabupaten Karanganyar telah dijalankan sesuai dengan tahap-tahap 
prosedur pemberian kredit yang sehat yaitu  tahap permohonan kredit, 
tahap penyidikan dan analisis, tahap keputusan persetujuan atau 
penolakan kredit, tahap pencairan kredit, tahap administrasi, tahap 
pengawasan, tahap pembinaan dan tahap pelunasan.  
Penulis menemukan kelemahan yaitu bagian Pembukuan belum 
mencatat transaksi pengeluaran kas dari pemberian kredit ke dalam  JPgK 
dari transaksi Bank setiap terjadinya pencairan kredit. Dari kelemahan 
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tersebut penulis mengusulkan pada bagian pembukuan untuk 
melaksanakan pencatatan transaksi pengeluaran kas dari pemberian kredit 
nasabah ke dalam JPgK. Usulan Flowchart prosedur pemberian kredit 
dapat dilihat pada lampiran  20 (hal.130-133).  
2. Analisis terhadap Prosedur Angsuran Pinjaman Perusahaan. 
Prosedur angsuran pinjaman pada PD BPR BKK Mojogedang 
Kabupaten Karanganyar mempunyai kelemahan yaitu bagian pembukuan 
belum memisahkan JPnK dengan JPgK untuk setiap transaksi penerimaan 
uang dari angsuran. Dan petugas angsuran (bagian kredit) bertugas 
membuat DTK dan memberikan pada bendahara Dinas terkait dengan 
nasabah yang mengajukan kredit, dan menerima uang angsuran dari 
bendahara tersebut, mencocokkan uang dengan KPJ kemudian 
menyetorkan uang ke sub Bagian Kasir dengan KPJ dan BSP. 
Dari analisis tersebut, maka penulis mengusulkan prosedur 
angsuran pinjaman perusahaan adalah sebagai berikut. 
a. Petugas angsuran (bagian kredit) bertugas membuat DTK 
berdasarkan SPK dan KPJ atau SLP masing-masing nasabah 
kemudian menyerahkan DTK lembar 1 dan KPJ serta BSP rangkap 3 
kepada Bagian Penagihan. 
b. Bagian penagihan menerima DTK lembar 1, BSP rangkap 3 dan KPJ 
dari Bagian Kredit, kemudian menyerahkan kepada bendahara 
instansi terkait. 
 
 
101 
c. Sub bagian kasir menerima uang angsuran dari bendahara tersebut, 
mencocokkan uang dengan DTK dan KPJ serta BSP rangkap 3 dari 
petugas angsuran. DTK dan BSP lembar 1 diserahkan ke nasabah. 
d. Pimpinan bertugas mengotorisasi semua bukti dan catatan akuntansi 
yang berhubungan dengan penerimaan uang dari nasabah agar tidak 
terjadi kecurangan. 
e. Jurnal penerimaan dan pengeluaran sebaiknya dipisah untuk dapat 
mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang 
frekuensi terjadinya tinggi, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan 
ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang 
dicatat, untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke 
dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang dan untuk menciptakan 
pengendalian intern. 
Dari kelemahan tersebut penulis mengusulkan pada bagian 
pembukuan untuk melaksanakan pencatatan transaksi pengeluaran kas 
dari pemberian kredit nasabah ke dalam JPnK. Usulan Flowchart 
prosedur angsuran kredit dapat dilihat pada lampiran 21 (hal.134-143).  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian di muka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut: 
1. Struktur organisasi pada PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar sudah mencerminkan pembagian tanggung jawab yang telah 
dilakukan oleh lebih dari satu bagian serta dalam melaksanakan aktivitas 
telah terdapat pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas 
tetapi gambarnya salah. 
2. Pada prosedur angsuran pinjaman, bagian angsuran mempunyai tugas 
membuat daftar tagihan karyawan (DTK) dan juga menerima uang 
angsuran dari nasabah. Sehingga bisa terjadi kecurangan dengan 
mengubah jumlah uang angsuran dari nasabah. 
3. Dalam BPgU sudah ada tandatangan pimpinan dan nasabah sebagai bukti 
bahwa uang telah diterima oleh nasabah. 
4. Rekapitulasi kas yang digunakan oleh Bagian Pembukuan untuk merekap 
pemasukan dan pengeluaran kas sehingga belum ada pemisahan fungsi 
dalam pencatatannya. 
5. Jurnal untuk mencatat transaksi antara penerimaan kas dengan 
pengeluaran kas belum ada pemisahan. 
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6. DTK belum ada tanda tangan Bagian Bendahara, Kasir dan Pimpinan 
hanya ditandatangani oleh bagian kredit saja. KPN belum diotorisasi oleh 
Bagian Kasir dan Pimpinan. 
7. Dokumen yang digunakan dalam SIA Pemberian Kredit pada PD BPR 
BKK Mojogedang Kabupaten karanganyar sebagian besar sudah 
bernomor urut tercetak tetapi masih ada beberapa dokumen yang belum 
bernomor urut tercetak yaitu Kitir Pinjaman (KPN) dan Kartu Pinjaman 
(KPJ) yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya pertanggungjawaban 
atas transaksi atau penggunaan dokumen. 
8. Dalam hal keamanan kekayaan perusahaan belum tersimpan dengan baik 
dan belum diasuransikan, di BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar 
yang diasuransikan hanya sebatas kredit dan seluruh karyawan berupa 
Asuransi Hari Tua, sehingga tidak dapat menjamin keamanan kekayaan 
perusahaan. 
9. Bagian kredit hanya akan membuat dokumen-dokumen jika pengajuan 
kredit dari debitur mendapat persetujuan dan otorisasi dari Pimpinan 
tersebut berdasarkan pada data-data calon debitur yang dapat dipercaya 
maka akan mengurangi terjadinya kecurangan. 
10. Bagian kasir yang bertugas memegang uang hanya mengeluarkan kas 
untuk memberikan kredit kepada debitur apabila adanya otorisasi dari 
pimpinan. Otorisasi tersebut berupa penyerahan BPgU yaitu bukti   bahwa 
uang sudah diterima oleh calon debitur.  
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11. Sistem pencatatan pada BKK Mojogedang masih menggunakan cash 
basis. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Dengan adanya dua fungsi pada Bagian Kredit, maka perlu ditambah 
suatu bagian tersendiri yaitu Bagian Penagihan yang mempunyai tugas 
sebagai berikut: 
a. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian 
tugas bagian penagihan. 
b. Melakukan usaha penarikan kembali beserta bunga dan lainnya sesuai 
ketentuan. 
c. Melakukan usaha penagihan terhadap kredit macet. 
d. Membantu kelancaran tugas sub bagian kasir ì¥Á 5@
  ð¿   ö,
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pendapatan dan pengeluaran tanpa memandang apakah kas sudah diterima 
atau sudah dikeluarkan) karena sistem pencatatan berbasis akrual dapat 
menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, 
komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan. 
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Lampiran I 
STRUKTUR ORGANISASI 
PD BPR BKK MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR 
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Lampiran 2 
Flowchart SIA Pemberian Kredit 
Prosedur Pemberian Kredit 
PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar 
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Lampiran 2 (Lanjutan) 
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Lampiran 2 (lanjutan) 
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BPnU : Bukti Penerimaan Umum 
C : Arsip Urut Tanggal 
MTK : Mutasi Kas 
N : Arsip Urut Nomor 
RK : Rekapitulasi Kas 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
Flowchart SIA Pemberian Kredit 
Prosedur Angsuran Kredit 
PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar 
 
Bagian Kredit 
Kredit Umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulai 
KPN 
Mencocokkan KPN 
dengang KPJ & 
berdasarkan KPN 
dibuat BSP 
KPN 
KPJ 
BTTJ 
3 
2 
3 
KPN 
KPJ 
BSP 3 
Mencatat dalam 
DNP, KPN, KPJ 
KPN 
KPJ 
BSP 3 
N BSP 1 
 
 
119 
 
 
         
Keterangan : 
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Keterangan : 
RK : Rekapitulasi Kas 
MTK : Mutasi Kas 
 
Lampiran 3 (lanjutan) 
Pimpinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
MTK : Mutasi Kas 
RK : Rekapitulasi Kas 
 
C 
4 
RK 
MTK 
Jurnal 
Memberi 
otorisasi 
RK 
MTK 
Jurnal 
5 
 
 
122 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 (lanjutan) 
Bagian kredit 
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     Nasabah                                                                                                                                                                                                     
 
Lampiran 3 (lanjutan) 
Kasir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
KPN 
KPJ 
3 
2 
BSP1 
1 
3 
KPJ 
BSP3 
N 
1 
KPJ 
3 
Menerima uang 
dan bukti 
pendukung 
KPJ 
3 
2 
BSP 2 
  2 
3 
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BSP : Bukti Setoran Pinjaman 
KPJ : Kartu Pinjaman 
KPN : Kitir Pinjaman 
N : Arsip Urut Nomor 
 
 
 
 
Lampiran 3 (Lanjutan) 
Pembukuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pimpinan 
 
 
 
 
 
 
2 
BSP3 
Membuat 
RK,MTK & 
Jurnal 
RK 
MTK 
Jurnal 
4 
5 
RK 
MTK 
Jurnal 
Selesai 
C 
4 
RK 
MTK 
Jurnal 
 
 
125 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 (lanjutan) 
Bagian Kredit 
Kredit pegawai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
                                                                   Atas dasar DTK  tsb dilakukan 
          pemotongan terhadap masing- 
          masing nasabah. 
 
 
 
 
Mengotorisasi 
RK 
MTK 
Jurnal 
5 
Mulai 
Membuat  daftar 
potongan gaji sebagai 
angsuran pinjaman 
berdasarkan SPK dan 
KPJ 
SPK 
KPJ 
3 
2 
DTK1 
Membuat BSP, dan 
menyetorkan uang dengan 
bukti pendukung ke kasir 
3 
KPJ 
BSP 2 
Mencatat dalam 
DNP & KPJ 
KPJ 
BSP 2 
N 
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Lampiran 3 (lanjutan) 
Kasir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Nasabah 
 
3 
2 
DTK1 
KPJ 
3 
2 
BSP1 
1 
N 
1 
DTK1 
KPJ 
3 
2 
BSP1 
Menerima uang dan 
bukti pendukung dari 
bagian kredit 
DTK1 
KPJ 
3 
2 
BSP1 
2 3 
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Keterangan: 
BSP : Bukti Setoran Pinjaman 
DTK : Daftar Tagihan Karyawan 
DNP : Daftar Nominatif Pinjaman 
N : Arsip Urut Nomor 
KPJ : Kartu Pinjaman 
SPK : Surat Permohonan Kredit. 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 (Lanjutan). 
Pembukuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
BSP : Bukti Setoran pinjaman 
C : Arsip Menurut Tanggal. 
MTK : Mutasi Kas 
RK : Rekapitulasi Kas 
 
 
2 
BSP 2 
Membuat RK, 
MTK, dan 
jurnal 
BSP2
3 RK 
Jurnal 
4 
5 
RK 
MTK 
Jurnal 
Selesai 
C 
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Lampiran 3 (lanjutan) 
 
Pimpinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
4 
RK 
MTK
L Jurnal 
Mengotorisasi 
RK 
MTK 
Jurnal 
5 
 
 
129 
MTK : Mutasi Kas 
RK : Rekapitulasi Kas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4  
 
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT 
BKK MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR 
BUKTI TANDA TERIMA JAMINAN 
No. Reg. 134 
Telah diterima dari : _______________________________________________ 
Alamat  : _______________________________________________ 
Barang berupa  : _______________________________________________        
                                      No. Bukti ______________________________________ 
Atas nama  : _______________________________________________ 
Alamat  : _______________________________________________ 
 
Dimana barang tersebut dipergunakan sebagai agunan kredit tanpa 
angsuran/dengan angsuran pada PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar atas nama ______________________________________________. 
 
                                                                               Mojogedang,________________ 
Yang Menyerahkan            Yang Menerima 
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_______________      __________________ 
 
Mengetahui 
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT 
BKK MOJOGEDANG 
KABUPATEN KARANGANYAR 
Pimpinan 
 
______________ 
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STRUKTUR ORGANISASI 
PD BPR BKK MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badan Pembina 
Dewan Pengawas 
Pimpinan 
SPI 
Pembukuan Seksi Umum Seksi Persediaan Dana Kredit Penagihan Kasir 
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Lampiran 20 
Usulan Flowchart SIA Pemberian Kredit 
Prosedur Pemberian Kredit 
PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar 
Bagian Kredit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Keterangan: 
BPgU : Bukti Pengeluaran Umum 
BPnU : Bukti Penerimaan Umum 
LPBK : Laporan Pembahasan Kredit  
KPN   : Kitir Pinjaman 
KPJ    : Kartu Pinjaman   
PJK    : Perjanjian Kredit 
SPK   : Surat Perjanjian Kredit 
Mulai 
Menerima SPK 
yang telah diisi 
oleh nasabah 
SPK 
Melakukan 
survei, analisis 
dan dinilai 
SPK 
LPBK 
1 
2 
SPK 
LPBK 
Membuat dokumen, 
PJK,SKM, BTTJ, 
BPgU, BPnU, KPN, 
KPJ 
SPK 
LPBK 
PJK 
SKM 
BTTJ 
KPJ 
 KPN 
 
3 
BPgU 
 
4 
SPK 
LPBK 
PJK 
SKM 
BTTJ 
KPJ 
 KPN 
 BPgU 
5 N 
BPnU 
 
BPnU 
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Lampiran 20 (lanjutan) 
 
Kasir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Nasabah 
 
 
Keterangan: 
BPgU : Bukti Pengeluaran Umum 
BPnU : Bukti Penerimaan Umum 
KPN : Kitir Pinjaman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
KPN 
BPgU 
BPnU 
Menyerahkan uang 
dan KPN kepada 
nasabah 
KPN 
BPgU 
BPnU 
6 
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Lampiran 20 (Lanjutan)  
 
Pimpinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Tidak  
   dikembalikan  
 
 
                                                 Ya 
                                                  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
1 
SPK 
LPBK 
Mempertim
bangkan 
diotorisasi 
SPK 
LPBK 
2 
3 
SPK 
LPBK 
PJK 
SKM 
BTTJ 
KPN 
 
KPJ 
 
BPgU 
 
diotorisasi 
SPK 
LPBK 
PJK 
SKM 
BTTJ 
KPN 
 
KPJ 
 
BPgU 
 
4 
7 
RKK 
MTK 
JPgK 
diotorisasi 
8 
BPnU 
 
BPnU 
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Lampiran 20 (lanjutan) 
 
Bagian Pembukuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
BPnU : Bukti Penerimaan Umum 
BPgU : Bukti Pengeluaran Umum 
BTTJ : Bukti Tanda Terima Jaminan 
JPgK : Jurnal Pengeluaran Kas 
N : Arsip Urut Nomor 
MTK : Mutasi Kas 
RKK : Rekapitulasi Kas Keluar 
 
 
 
 
 
6 
BPgU 
BPnU 
Membuat RKK, 
MTK dan JPgK 
BPgU 
BPnU 
RKK 
MTK 
JPgK 
7 N 
8 
RKK 
MTK 
JPgK 
Selesai C           
Y
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Lampiran 21 
Usulan Flowchart SIA Pemberian kredit 
Prosedur Angsuran Pinjaman 
PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten Karanganyar 
 
Bagian kredit 
Kredit Pasar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
BSP : Bukti Angsuran Pinjaman 
DNP : Daftar Nominatif Pinjaman 
KPJ : Kartu Pinjaman 
N : Arsip Urut Nomor 
 
 
 
 
 
 
 
Mulai 
Menyiapkan KPJ 
dan membuat BSP 
rangkap 3 
KPJ 
3 
2 
BSP1 
1 
6 
KPJ 
BSP3 
Mencatat dalam 
KPJ dan DNP 
KPJ 
BSP3 
DNP 
N 
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Lampiran 21 (lanjutan) 
 
Bagian Penagihan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
BSP : Bukti Setoran Pinjaman 
KPJ : Kartu Pinjaman 
1 
KPJ 
3 
2 
BSP1 
Menagih 
Nasabah 
KPJ 
3 
2 
BSP1 
2 
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Lampiran 21 (Lanjutan) 
Bagian Kasir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                    Nasabah 
 
Keterangan: 
BSP : Bukti Setoran Pinjaman 
KPN : Kitir Pinjaman 
KPJ : Kartu Pinjaman 
 
 
 
 
 
2 
KPJ 
3 
2 
BSP1 
Menerima uang dan 
KPN, mencocokkan 
KPN dengan KPJ 
KPN 
KPJ 
3 
2 
BSP1 
3 
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Lampiran 21 (lanjutan) 
Pembukuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
BSP : Bukti Setoran Pinjaman 
KPJ : Kartu Pinjaman 
3 
KPJ 
3 
BSP 2 
Membuat RKM 
dan MTK 
KPJ 
3 
BSP2 
RKM 
MTK 
JPnK 
5 N 
4 
6 
RKM 
MKM 
JPnK 
Selesai C 
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MTK : Mutasi Kas 
JPnK : Jurnal Pengeluaran Kas 
RKM : Rekapitulasi Kas Masuk 
C : Arsip Urut Tanggal 
N : Arsip Urut Nomor 
 
Lampiran  21 (Lanjutan) 
Pimpinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
JPnK : Jurnal Penerimaan Kas 
MTK : Mutasi Kas 
RKM : Rekapitulasi Kas Masuk 
 
 
 
 
 
5 
RKM 
MTK 
JPnK 
Memberi 
Otorisasi 
RKM 
MTK 
JPnK 
6 
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Lampiran 21 (Lanjutan) 
Kredit Pegawai 
Bagian Kredit 
 
 
 
 
 
Mulai 
Membuat daftar 
potongan gaji sebagai 
angsuran pinjaman 
berdasarkan SPK 
SPK 
KPJ 
3 
2 
DTK I 
1 N 
2 
KPJ 
3 
2 
DTK1 
Membuat BSP 
rangkap 3 
KPJ 
3 
2 
DTK1 
3 
2 
BSP1 
3 
N 
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Keterangan: 
BSP : Bukti Setoran Pinjaman 
DTK : Daftar Tagihan Karyawan 
KPJ : Kartu Pinjaman 
SPK : Surat Permohonan Kredit 
 
 
 
 
 
Lampiran 21 (Lanjutan) 
Bagian Penagihan 
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Keterangan: 
BSP : Bukti Setoran Pinjaman 
DTK : Daftar Tagihan Karyawan 
KPJ : Kartu Pinjaman 
 
 
 
 
 
 
 
3 
KPJ 
DTK1 
3 
2 
BSP 1 
Menagih ke 
nasabah 
KPJ 
DTK1 
3 
2 
BSP1 
4 
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Lampiran  21 (Lanjutan) 
Pimpinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
DTK : Daftar Tagihan Karyawan 
JPnK : Jurnal Penerimaan Kas 
KPJ : Kartu Pinjaman 
RKM : Rekapitulasi Kas Masuk 
MTK : Mutasi Kas 
1 
KPJ 
3 
2 
DTK1 
Mengotorisasi 
KPJ 
3 
2 
DTK1 
2 
7 
RKM 
MTK 
JPnK 
Mengotorisasi 
RKM 
MTK 
JPnK 
8 
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Lampiran 21 (Lanjutan) 
Kasir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
Nasabah 
 
Keterangan: 
BSP : Bukti Setoran Pinjaman 
DTK : Daftar Tagihan Karyawan 
KPJ : Kartu Pinjaman 
 
 
 
4 
KPJ 
DTK1 
3 
2 
BSP1 
Menerima uang 
dari nasabah 
KPJ 
DTK1 
3 
2 
BSP1 
5 
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Lampiran 21 (lanjutan) 
 
Pembukuan 
 
5 
KPJ 
3 
BSP2 
Membuat RKM, 
MTK dan JPnK 
KPJ 
3 
BSP2 
RKM 
MTK 
JPnK 
N 7 6 
8 
RKM 
MTK 
JPnK 
Selesai C 
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Lampiran 22 Usulan Rekapitulasi Kas Masuk 
 
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT 
BKK MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR 
Rekapitulasi Kas Masuk 
 
No. 
Urut 
Tanggal KD No. 
 Perkiraan 
Nama 
Perkiraan 
Jumlah 
Rupiah 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Bagian Pembukuan                          Pimpinan 
 
                                           _______________                     ________________ 
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Lampiran 23 Usulan Rekapitulasi Kas Keluar 
 
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT 
 BKK MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR 
Rekapitulasi Kas Keluar 
 
No. 
Urut 
Tanggal KD No. 
 Perkiraan 
Nama 
Perkiraan 
Jumlah 
Rupiah 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Bagian Pembukuan                          Pimpinan 
 
                                           _______________                     ________________ 
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Lampiran  24 Usulan Perjanjian Kredit. 
 
               FORM. 03 
PERJANJIAN KREDIT 
 
Nomor   : B._______________  
Tanggal : _________________ 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama :     
Jabatan  :  
 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PD. BPR BKK Mojogedang disebut 
Pihak Pertama. 
Nama :          
Pekerjaan :   
Alamat : 
 
Dalam hal ini untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut Pihak Kedua. 
Menyatakan telah sepakat mengadakan Persetujuan Kredit dengan syarat-syarat 
dan ketentuan Persetujuan Kredit ini. 
 
Pasal I 
 Pihak pertama memberikan Kredit kepada Pihak Kedua yang jumlah 
pokoknya adalah Rp.__________ ( ____________________________________). 
 
Pasal 2 
Jenis Kredit yang diberikan : ……………………………………………………  
a. Akan dibayar kembali sekaligus tanggal …………..…………………………. 
b. Akan diangsur tiap tanggal  ………….., mulai mengangsur tanggal ………… 
dengan   ……………….., sebesar Rp ……………. (…………………………) 
sehingga lunas selambat-lambatnya pada tanggal. 
 
Pasal 3 
a. Dari jumlah kredit atau sisanya (saldo debet) Pihak Kedua berkewajiban 
membayar bunga ………% bunga tersebut harus dibayar setiap ……….. 
selambat-lambatnya pada tanggal …………… Sedangkan bunga itu selalu 
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ditetapkan penuh, meskipun pada ……….yang sedang berjalan hutang 
tersebut dilunasi. 
b. Pada saat realisasi Pihak Kedua dikenakan Propisi sebesar ………….% dari 
jumlah kredit yang dipotong langsung dari kreditnya atau dibayar tunai. 
 
Pasal 4 
 Jika Pihak Kedua lalai membayar / mengangsur sesuai dengan bunyi Pasal 
2 dan pasal 3 diatas, maka dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari Pihak Kedua 
diwajibkan membayar denda / penaklotyrate kepada Pihak Pertama sebesar……% 
sebulan dari jumlah tagihan bunga tertunggak. Denda tersebut sekurangnya 
berjumlah RP __________ ,- harus dibayar dengan seketika/sekaligus (kurang 
dari sebulan dihitung sebulan penuh). 
Pasal 5 
 PD BKK Mojogedang berhak menagih utang (kredit) ini atau sisanya 
berikut bunga, denda-denda dan lain-lain ongkos seketika dan sekaligus atas 
kekuatan akte apabila : 
a. Pihak kedua melalaikan kewajibannya membayar angsuran pokok, bunga, 
denda dan lain-lain. 
b. Pihak kedua meninggal dunia, kecuali para ahli waris dari yang meninggal itu 
dapat memenuhi kewajiban menurut undang-undang. 
c. Pihak kedua dinyatakan pailit, dibawah Pengampuan (ondercuretele) atau 
karena  tidak berhak lagi menurut Undang-undang. 
d. Kekayaan Pihak Kedua seluruhnya atau sebagian disita oleh orang lain. 
e. Pihak Kedua menurut perhitungan Pihak Pertama tidak atau tidak cukup 
memenuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam akte ini. 
 
Pasal 6 
 Untuk menjamin lebih jauh pembayaran semestinya dari segala sesuatu 
akte ini yang harus dipenuhi oleh Pihak Kedua, baik secara utang pokok, maupun 
bunga, tata usaha, denda dan ongkos lainnya, maka Pihak Kedua dengan ini 
menerangkan, menyerahkan secara “Fiduciaire” dan/atau “menggadaikan barang-
barang” dan atau Surat Kuasa untuk menjual, yang ketentuan-ketentuanya dan 
daftarnya tercantum dalam akte ini menerangkan kesatuan dan tidak dapat 
dipisahkan dengan akte ini. Pembayaran penjaminan tersebut telah diterima baik 
oleh Pihak Pertama, selama Kredit belum dilunasi seluruhnya, Pihak Kedua tanpa 
ijin Pihak Pertama tidak diperbolehkan menjual, melepaskan atau menjaminkan 
kembali dengan cara apapun juga, barang yang diserahkan sebagai jaminan secara 
Fiduciaire maupun dengan harta kekayaan lain yang telah diserahkan kepada 
Pihak Pertama dengan surat kuasa untuk menjual. 
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Pasal 7 
1. Jaminan pokok : berupa (……………) senilai Rp (………..) (dengan hurup), 
Jaminan tambahan : Berupa (………….) Senilai Rp (………….) Rincian 
jaminan dan tata cara pengikatannya sebagaimana tercantum pada lampiran 
perjanjian ini. 
2. Jaminan penanggung hutang dari (…………….) 
 
Pasal 8 
 Barang jaminan yang dapat diasuransikan harus diasuransikan sesuai 
dengan ketentuan dan Bank berhak untuk menutup dan memperpanjang asuransi 
tersebut di atas, satu dan lain atas biaya debitur dengan mendebetkan dalam 
rekening Debitur pada Bank. 
 
Pasal 9 
a. Pihak Kedua, apabila dianggap perlu, untuk setiap waktu harus memberikan 
keterangan-keterangan yang diperlukan kepada Pihak pertama tentang 
kegiatan usahanya, memberi kesempatan dan izin kepada Pihak Pertama 
untuk memeriksa Pihak Pertama tentang kegiatan usahanya, memberi 
kesempatan dan izin kepada Pihak Pertama untuk memeriksa pembukuan-
pembukuan kegiatan usahanya. 
 
 
b. Pihak Kedua tidak akan mengikat diri sebagai penanggung terhadap pihak 
lain serta akan tunduk sepenuhnya kepada segala petunjuk-petunjuk 
peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pihak pertama selama Perjanjian 
Kredit ini masih  berlaku. 
 
Pasal 10 
 Semua pembayaran harus dilakukan di kantor PD. BPR BKK 
Mojogedang, atau pada tempat lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan semua 
pembayaran itu harus dilakukan tanpa suatu potongan. 
 
Pasal 11 
 Kredit yang diberikan oleh Pihak Pertama ini harus/hanya digunakan 
untuk……….. sesuai dengan permohonan Kredit dari Pihak Kedua kepada PD 
BKK Mojogedang pada suratnya No.: B……..  Tanggal ……, apabila ternyata 
pada penggunaan kredit menyimpang dari tujuan yang sebenarnya, Pihak Pertama 
berhak untuk menarik seluruh Kreditnya dengan segera dalam waktu…… hari, 
setelah hari tanggal Surat Pemberian dari, dan Pihak Kedua harus segera melunasi 
seluruh Kreditnya berikut semua ongkos-ongkosnya. 
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Pasal 12 
 Apabila Pihak Kedua lalai memenuhi kewajibannya sehingga terjadi 
tunggakan 3 (tiga) bulan, atau lebih maka penagihan kredit ini selanjutnya akan 
diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Tengah/ 
Pengadilan Negeri di Karanganyar. 
 
Pasal 13 
 PD BPR BKK Mojogedang diberi hak apabila dipandang perlu untuk 
melaksanakan policy perbankannya untuk mengadakan herbelening 
(penggadaian) dari Kredit kepada BANK SENTRAL (Bank Indonesia) tanpa 
memerlukan pemberitahuan dan/atau izin terlebih dahulu dari Pihak Kedua. 
 
Pasal 14 
 Dari segala akibat persetujuan ini, kedua belah pihak memilih tempat 
kedudukan (Domicillie), yang tidak dapat diubah lagi. Pada Pengadilan Negeri di 
Karanganyar pemilihan domicillie berlaku juga untuk para ahli waris Pihak 
Kedua. 
 
 
Perjanjian ini berlaku sejak tanggal …………..dibuat sampai jangka waktu tanggal 
………….tahun……….. Atas persetujuan dalam perjanjian ini, maka kedua belah 
pihak harus membubuhkan tanda tangan di atas materai. 
 
Dibuat dan ditandatangani: …………… 
Di                  : Mojogedang 
Pada tanggal : ……………… 
 
 
        Pihak Pertama                                   Pihak Kedua 
         PIMPINAN              PENGAMBIL KREDIT 
PD BKK MOJOGEDANG  
 
___________________                          __________________ 
 
 
PENANGGUNG 
Kepala desa/Instansi 
 
 
________________ 
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Lampiran 25 Usulan Kitir Pinjaman 
 
KPN.01 
PD BKK MOJOGEDANG 
KOMPLEK KANTOR KEC. MOJOGEDANG KAB. KARANGANYAR 
 
Nama  :    No: B.    /    /    /200 
Alamat :    Jangka Waktu : 
No/tgl kredit : B.    Jatuh Tempo : 
Plafond :    Angsuran : 
Hari bayar :    Pokok  : 
      Bunga  : 
No. Tgl 
Ang 
Pokok Bunga Sudo Paraf No. Tgl 
Ang 
Pokok Bunga Sudo Paraf 
            
            
            
            
            
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama   : 
Alamat  : 
No./tgl. Akad  : 
Plafond  : 
Potongan  : 
1. Pro/adm  : 
2. Tamades  : 
3. Notaris  : 
4. Materai  : 
5. Sisa Pinjaman : 
Setor   : 
Terima   : 
 
         Pimpinan                             Kasir 
      
    _____________       ______________ 
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Lampiran 26 Usulan Kartu Pinjaman (KPJ) 
 
PD. BKK MOJOGEDANG     NO.KARTU: KPJ 01 
POS : BULANAN  
 
KARTU PINJAMAN 
 
Nama  :    Plafond  : 
Alamat :    Bunga   : 
No./Tgl Kredit:    Provinsi  : 
Jangka Waktu :    Sistem Angsuran : 
Tgl Jatuh Tempo:    Sektor Ekonomi : 
Pinjam Ke :    Gol Debitur  : 
Hari Bayar :    Angsuran  : 
       Pokok  :  
       Bunga  : 
Lain-lain 
- Jaminan : 
- Taksiran : 
Angsuran No. 
Urut 
Harus 
Bayar 
Tanggal 
Tanggal 
Bayar POKOK BUNGA 
Sangsi Sisa 
Pokok 
Tunjangan  
Pokok 
Paraf  
Petugas 
Ket 
(L,kl, 
DM) 
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Lampiran 27 Usulan Surat Pernyataan dan Kuasa  
 
SURAT PERNYATAAN DAN KUASA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini kami: 
Nama  : __________Umur _________ thn 
Pekerjaan : ________________________ 
Alamat : DK/KP ________RT _____RW ______________ 
    DS/Kel _________Kec. _________Kab.________ 
 Sehubungan dengan pinjaman yang kami terima dari PD BPR BKK 
Mojogedang Kabupaten Karanganyar tgl.______Bulan ______thn______sebesar 
Rp________maka sebagai agunan/jaminan atas pinjaman di atas kami 
menyerahkan barang-barang hak milik kami sendiri berupa: 
1. __________dengan bukti_______________________ 
2. __________dengan bukti_______________________ 
3. __________dengan bukti_______________________ 
Apabila dikemudian hari kami terpaksa tidak dapat memenuhi ketentuan 
yang berlaku dan tepat tanggal jatuh tempo pelunasan kami tidak dapat melunasi 
pinjaman berupa pokok, bunga dan simpanan maka kami tidak berkeberatan jika 
barang tersebut di atas disita oleh PD BPR BKK Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar atau dikuasakan olehnya untuk menjual dibawah tangan atau dimuka 
umum (lelang) dengan harga yang dikehendaki oleh PD BKK Mojogedang. 
 Dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi biaya-biaya akibat 
penjualan dipergunakan untuk melunasi seluruh pinjaman kami dengan 
keterangan apabila dari hasil penjualan tersebut lebih, bank mengembalikan 
kelebihan tersebut kepada kami dan apabila kurang kami sanggup menutup 
kekurangan tersebut. 
Surat penyerahan ini sekaligus berlaku sebagai surat kuasa untuk menjual 
barang-barang yang telah disebutkan di atas. Dan kami menyatakan bahwa milik 
kami tersebut di atas adalah hak milik kami sendiri tidak dijaminkan pada pihak 
lain dan bebas dari segala tuntutan. 
Demikian surat pernyataan dan kuasa menjual ini kami buat dengan 
sesungguhnya di atas kertas bermaterai secukupnya untuk dapat dipergunakan 
sepenuhnya. 
 
       Mojogedang, ____________ 
      Yang Diberi Kuasa 
PD BPR BKK Mojogedang     Yang Memberi Kuasa 
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     _________________         ______________ 
Mengetahui 
Kepala Desa/Instansi/Pasar 
    __________________ 
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Lampiran 26 Usulan Jurnal Penerimaan Kas 
 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
BKK Mojogedang Kab. Karanganyar 
Jurnal Penerimaan Kas 
 
Lain-lain (kredit) 
Tanggal Bukti Keterangan 
Kas 
(Debit) 
Pokok Pinjaman 
(Kredit) 
Bunga Pinjaman 
(Kredit) 
Simpanan 
(Kredit) No. Rekening Jumlah 
  
 
 
 
 
        
                                    Jumlah       
 
                  Bagian Pembukuan          Pimpinan 
 
                                                                                                      ________________                                              ________________ 
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Lampiran 27 Usulan Jurnal Pengeluaran Kas 
 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
BKK Mojogedang Kab. Karanganyar 
Jurnal Pengeluaran Kas 
 
Lain-lain (kredit) 
Tanggal Bukti Keterangan 
Piutang 
(Debit) 
Kas 
(Kredit) No. Rekening Jumlah 
  
 
 
 
 
      
Jumlah     
 
                  Bagian Pembukuan          Pimpinan 
 
                                                                                                      ________________                                              ________________ 
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Lampiran 28 Usulan Daftar Potongan Angsuran Pinjaman (DTK) 
 
Daftar Tagihan Karyawan 
Untuk Angsuran Pada PD BPR BKK Mojogedang  
Kabupaten Karanganyar 
Bulan: ………. 
Angsuran Pinjaman 
Total 
Tagihan No. 
No. 
Rek 
Nama 
Nasabah 
 
Jangka 
Waktu 
Sisa Pinjaman 
Bulan Lalu 
Tunggakan 
bulan lalu 
Pokok Bunga Simpanan Total  
     
 
 
 
 
 
      
 
            Bagian Penagihan     Bendahara    Bagian Kredit     Pimpinan 
 
           _______________      ____________  ______________   ___________ 
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